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kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Usman dan 
ibunda Aisya yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dalam mendidikku dan 
senantiasa memberikan do’a dalam setiap langkahku, serta memberi pengorbanan 
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NAMA : NUR ASNITA WULANDARI 
NIM  : 90100116119 
JUDUL : PANDANGAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI 
HASIL “TESENG” PADA MASYARAKAT MANGGALUNG 
KECAMATAN MANDALLE   KABUPATEN PANGKEP 
 
 Penelitian ini terkait dengan Bagi hasil teseng yaitu bagi hasil pertanian 
dimana hasil panennya dibagi antara pemilik dengan penggarap sawah dan bibit 
benihnya ditanggung oleh penggarap sawah sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan 
Islam terkait praktik bagi hasil teseng tersebut, dimana dalam penerapannya masih 
dilakukan secara adat setempat baik dari segi waktu berakhirnya akad yang tidak 
ditentukan dan tidak adanya saksi pada saat ijab kabul berlangsung. Faktor yang 
melatar belakangi kerja sama dengan bagi hasil teseng ini yaitu atas dasar tolong 
menolong dan adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. 
 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
suatu cara atau teknik pengolahan data yang bersifat uraian. Adapun lokasi 
penelitian ini dilakukan di Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan normatif dan sosial karena meneliti bagi hasil adat yang dilakukan 
dalam masyarakat dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan hadis. Dalam penelitian 
ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan 
sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang 
dilakukan penelitian ini berdasarkan analisis data kualitatif yang dilakukan oleh 
Miles dan Huberman yaitu reduksi data, model data dan verifikasi kesimpulan.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil teseng yang 
di praktikkan secara umum dalam masyarakat sejalan dengan akad mukhabarah 
yaitu pemilik lahan menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada pekerja lahan 
dengan biaya proses dan bibit benih ditanggung oleh pekerja lahan. Pandangan 
Islam mengenai praktik teseng ini adalah sah karena rukun dalam perjanjian ini 
sudah terpenuhi. Dalam perjanjian ini sudah jelas  ketentuan objek dan subjek 
serta rasio pembagian hasil panen sebelum kerja sama ini dimulai. Namun ditinjau 
dari keabsahan akadnya bagi  hasil teseng ini termasuk akad yang fasid karena 
salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni penentuan lamanya  kerja sama 
berlangsung. Tetapi secara keseluruhan banyak manfaat yang diperoleh dari 
pelaksanaan bagi hasil teseng ini dimana didalamnya terkandung sikap saling 
ridha dimana transparansi dalam pelaksanaan akadnya terlaksana, nilai tolong 
menolong dan saling memberi manfaat antara kedua belah pihak dimana pemilik 
menyediakan lahan untuk dikelolah dan penggarap lahan menyediakan modal 
tenaga. 






A. Latar Belakang 
Agama Islam merupakan agama yang universal, karena syariat Islam 
mencakup seluruh sendi kehidupan baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam 
hal muamalah, manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang 
senantiasa berada dalam lingkungan pergaulan dengan manusia lainnya dan tidak 
mampu hidup tanpa kehadiran dan bantuan satu sama lain. Manusia diciptakan 
dengan segala keterbatasan yang dimiliki tentu saling membutuhkan satu sama 
lain dan di anjurkan agar saling bekerja sama dan tolong menolong antar sesama, 
sebagaimana dalam QS. Al- Maidah/5: 2  Allah swt berfirman: 
 ِب  لِعَقااْ َشِدْيُد ا هللاَ ۘ ِإنَّ هللاَ َُّقْو تَواِنۖ  واْلُعْدَواِإلمثِْ اْ َعَلى ا ُنْووَ َعا َال َت..َوتَ َعا َونُ ْو ا َعَلى اْلِبِر َو الت َّْقَوى  ۚوَ 
Terjemahannya: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.
1 
Dalam bekerja sama dengan orang lain, salah satunya melalui kerja sama 
bagi hasil yang menggunakan kepercayaan antara kedua belah pihak sebagai 
modal awal. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu suatu perjanjian yang 
mengikat untuk menopang dan memperkokoh kepercayaan tersebut agar terhindar 
dari hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam hukum Islam perjanjian dikenal dengan 
istilah akad yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau 
                                                          
1
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kementrian Agama: Direktorat 






tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2
 Pelaksanaan akad tersebut yang 
dilandasi dengan kepercayaan dijelaskan Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 283: 
 …فَ ْليُ َؤدِر الَِّذْي ائْ ُتِمَن أََمانَ َتُه َوْليَ تَِّق هللاَ َربَُّه  فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا….
Terjemahannya: 
...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercayai menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya...
3 
Masyarakat menjalankan aktivitasnya dalam bekerja tentu sangat 
dipengaruhi dengan keadaan suatu negara atau daerah dimana mereka bermukim, 
tidak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan negara Agraris, sehingga 
mayoritas penduduk khususnya yang bermukim di pedesaan rata-rata bekerja dan 
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan demikian, masyarakat 
harus saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja 
sama, salah satunya melalui perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian. Bagi 




Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam 
pertumbuhan ekonomi. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain 
sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar penduduk, sektor 
pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB 
(Produk Domestic Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa). 
bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu 
menjadi penyangga perekonomian nasional.
5 
                                                          
2
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012 ), h. 72. 
3
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kementrian Agama: Direktorat 
urusan Agama Islam, 2012), h. 49. 
4
Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 34. 
5
Soekartwi, Agribisnis Teori dan Aplikasinya (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 





Dalam hukum Islam, kerja sama dalam bidang pertanian merupakan 
bagian dari bentuk syirkah, dimana satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain 
sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.
6
 Akad kemitraan dalam 
Islam dikenal dengan istilah musaqah, muzara’ah dan mukhabarah. Musaqah 
merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan menyerahkan lahannya untuk 
dipelihara oleh penggarap dengan hasil dibagi dua antara keduanya. Adapun 
muzara’ah kerja sama antara pemilik dan penggarap dengan benih di tanggung 
oleh pemilik lahan sedangkan mukhabarah benih ditanggung oleh penggarap. 
Pengelolaan tanah oleh bukan miliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha, bagi 
hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana diatur dalam pasal 16 
ayat (1) butir h dan pasal 53 ayat (1) UUPA.
7
 
Manggalung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 
Mandalle Kabupaten Pangkep yang mayoritas masyarakatnya menyandang 
profesi sebagai petani. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu daerah ada si 
miskin dan si kaya, begitupun di Desa Manggalung. Sehingga dengan segala 
kelebihan rezeki dan materi yang diberikan oleh Allah swt kepada si kaya tentu 
dianjurkan untuk menolong saudaranya yang sedang  kekurangan materi dalam 
hal ini si miskin, sebagaimana hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim 
berikut: 
َمْن  ، قَاَل : َعْن َأِبْ ُهَريْ رََة َرِضَي هللُا َعْنُه َعْن َرُسْوُل هللِا َصلىَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
نْ َيا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  ُمْسِلم   َعنْ  فَ رَّجَ  ، اْلَعْبدُ  َعْونِ  ِفْ  َوهللاُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  ْنهُ عَ  هللاُ  فَ رَّجَ  ، الدُّ
 8مسلم( رواه) َأِخْيهِ  َعْونِ  ِفْ  اْلَعْبدُ  َماَدامَ  
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Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Sahih Muslim, (Cet. 1; Riyadh: Baitul al Afkar ad-






“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah 
akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. 
Dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda ada sebagian penduduk yang 
memiliki keahlian dalam hal bertani tetapi tidak memiliki lahan atau sawah yang 
cukup untuk di kelola. Namun tidak sedikit penduduk lainnya yang memiliki 
lahan luas tetapi tidak memiliki waktu atau kemampuan yang cukup untuk 
mengolah lahannya. Hal ini yang mendorong kerjasama bagi hasil di desa 
tersebut.  
Menurut hasil wawancara awal dengan salah satu masyarakat setempat, 
bagi hasil yang diterapkan masih tradisional dengan sistem bagi hasil berdasarkan 
adat setempat. Bagi hasil adat di Manggalung dikenal dengan istilah teseng. Akad 
dalam praktik teseng juga masih dilakukan secara lisan, tanpa adanya perangkat 
hukum yang mendukung. Sehingga hal itu dapat memicu hal-hal yang tidak di 
inginkan yang dapat terjadi misalnya menimbulkan perselisihan antara pihak-
pihak yang terkait. Teseng merupakan tradisi yang dilakukan secara turun 
temurun sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Menurut Muhammad, Hukum 
adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang bersumber pada kebudayan dan 
pandangan hidup dan merupakan pedoman bagi  sebagian besar orang, baik yang 
ada di kota terutama di desa.
9 
Dalam Fiqh muamalah, tradisi dikenal sebagai istilah al-Urf. Secara 
etimologi kata Urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal 
sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul 
Karim Zaidan, istilah al-Urf  berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu 
masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik 
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berupa perbuatan maupun perkataan”.
10
 Istilah Urf dalam pengertian tersebut 
sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). 
Sistem bagi hasil garapan sawah di Manggalung ini tidak jauh berbeda 
dengan sistem bagi hasil di beberapa desa di Kecamatan Mandalle pada 
umumnya. Bagi hasil tersebut sudah memiliki ketentuan persentase antara pemilik 
lahan dengan petani penggarap hal tersebut tergantung kepada musim penanaman 
padi. Adapun Pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang 
dihasilkan. Dalam hal batasan waktu, perjanjian kerjasama juga tidak memiliki 
kejelasan kapan kerjasama berakhir, karena sistem yang berlaku di masyarakat 
hanya berdasarkan kecocokan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal itu 
tentu bertentangan dengan syariat Islam dimana terdapat gharar yang dapat 
mengundang perkara-perkara yang tidak di inginkan yang dapat merugikan salah 
satu pihak dan lain sebagainya dalam kerja sama tersebut. 
Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia yang menuntun umatnya agar 
senantiasa bersinergi dengan Al-Qur’an dan hadis. Untuk itu, penulis merasa perlu 
mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui 
bagaimana perspektif Islam mengenai praktek dalam melakukan kerja sama bagi 
hasil yakni “Teseng” pada masyarakat Mangalung Kecamatan Mandalle 
Kabupaten Pangkep. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana “Pandangan Islam 
terhadap Praktek Bagi Hasil  “Teseng” pada Masyarakat Manggalung Kecamataan 
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Mandalle Kabupaten Pangkep”. Adapun yang menjadi sub masalah dari penelitian 
ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Sistem bagi hasil “Teseng” pada masyarakat Manggalung 
Kec. Mandalle Kab. Pangkep? 
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik bagi hasil “Teseng” pada 
masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dalam menjalankan suatu aktivitas tentu ada tujuan yang ingin dicapai. 
Begitupun dengan penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya: 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil “Teseng” pada masyarakat 
Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep. 
b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap praktik “Teseng” pada 
masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep. 
2. Manfaat Penelitian 
Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan ada banyak manfaat bagi 
berbagai kalangan, diantaranya: 
a. Bagi peneliti 
Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terkait 
permasalahan dalam praktik bagi hasil “Teseng” yang ditinjau dalam perspektif 
Islam pada masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep. 
b. Bagi petani 
Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang 
baik menurut hukum Islam, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian di 
dalam masyarakat agar menjadi lebih baik. 





Menambah wawasan secara umum mengenai bagi hasil di bidang 
pertanian dan sistem bagi hasil “Teseng” pada masyarakat Manggalung yang baik 
menurut tinjauan hukum Islam. 
d. Bagi pembaca 
Menambah informasi tentang sektor pertanian, terutama dalam sistem bagi 
hasil yang baik sesuai hukum Islam dan mengetahui transaksi pertanian yakni 
“Teseng” yang dipraktekkan masyarakat di Desa Manggalung Kec. Mandalle 
Kab. Pangkep. 
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti Pandangan 
Islam terhadap praktik bagi hasil “Teseng” pada masyarakat Manggalung Kec. 
Mandalle Kab. Pangkep.  
Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang: 




2. Menurut fikih Islam bagi hasil dikenal dengan istilah musaqah, 
muzara’ah dan mukhabarah. 
a. Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang 
kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi 
antara keduanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
12 
b. Syafi’iyah mendefinisikan muzara’ah yaitu pengolahan tanah oleh petani 
dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik 
tanah.
13 
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c. Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan 
penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan 




d. Teseng, yaitu bagi hasil yang hasil pertanian dimana hasil panennya dibagi 
antara pemilik dengan penggarap sawah dan bibit benihnya ditanggung oleh 
penggarap sawah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
E. Penelitian Terdahulu 
 Adapun menurut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang 
diteliti yaitu penelitian yang dilakukan Abdul Mutalib dengan judul “Analisis 
Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah pada Usaha Tani Padi dan 
Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik 
Lahan di Kecamatan Praya Timur”.
15
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan konsep bagi hasil nyakap yang dilakukan masyarakat di Kecamatan 
Praya Timur pelaksanaannya sebagai berikut: konsep nyakap yang dilakukan 
masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep 
Muzara’ah dan Mukhabarah yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya 
sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan 
saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan 
(Muzara’ah) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (Mukhabarah), 
sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya 
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pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi 
bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada 
persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usaha 
tani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di 
Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan dharuriyah nya 
saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan 
kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya. 
Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jannahar Saddam Ash 
Shidiqie, dengan judul “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan 
Hukum Islam”.
16
 Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan perjanjian bagi 
hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU 
No. 2 Tahun 1960 dan hukum Islam. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di 
Kecamatan Gamping secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, 
dan tanpa saksi. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah 
“maro” (1/2 bagian untuk penggarap dan ½ bagian untuk pemilik) dengan seluruh 
biaya ditanggung oleh penggarap. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang 
ditanggung oleh penggarap. Hasil pertanian yang mencapai nisab tidak langsung 
disisihkan zakatnya. Hambatan yang ditemui ialah kurangnya sosialisai dari pihak 
manapun terkait UU. No. 2 dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian, adanya 
kebiasaan turun temurun yang diikuti walaupun dilain pihak ada yang merasa 
dirugikan. 
Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Firman Muh. Arif 
“Muzara’ah dan pengembangan umat di pedesaan”.
17
 Hasil penelitian ini 
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menunjukkan Pemberlakuan muzara’ah di era masyarakat modern dilakukan 
dengan mekanisme yang relevan dengan perkembangan yang ada namun tetap 
konsisten dengan dasar dan nilai idealitas Islam. Penerapan muzara’ah bukan lagi 
sebatas bidang pertanian dan berpeluang dikembangkan dalam berbagai bidang 
lain dengan prinsip dasar bagi hasil. Penerapan muzara’ah bertujuan untuk 
meminimalisir lahan-lahan yang tidak diberdayakan, memakmurkan tanah yang 
termarginal, menyerap tenaga kerja bagi yang kompeten mengelola namun tidak 
memiliki lahan, mereduksi kesenjangan antara pemilik modal dan lahan dengan 
penggarap, dan mendongkrak produktifitas lahan. Revitalisasi muzara’ah 
menunjukkan bahwa konsep tersebut masih bisa eksis di masa sekarang dengan 
memodernisasi teknik operasionalnya, melembagakan muzara’ah supaya 
dampaknya bersifat praktis dan berguna bagi umum, berhaluan ke arah perbaikan 
keadaan dan menghadirkan Islam yang komprehensif. 
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Andi Sri Wahyuni dengan judul 
penelitian “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah”.
18
 Penelitian ini 
menganalisis kasus menggunakan lima indikator yakni transparansi, nisbah bagi 
hasil yang proporsional, konsisten, bargaining power  yang seimbang, dan ada 
ganti rugi jika petani diberhentikan. Konsep penyesuaian bagi hasil adat dengan 
syariah ialah dengan mengangkat nilai-nilai positif dari kearifan budaya lokal 
yang di sempurnakan dengan konsep syariah. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ramadhani Alfin Habibie yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari 
Lahan Plasma Sawit”.
19
 Hasil penelitian ini menunjukkan kerjasama perkebunan 
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sawit dapat dimasukkan dalam akad mukhabarah yaitu bentuk kerja sama antara 
pengelola kebun dan pemilik lahan. Beberapa rukun dan syarat sebagian telah 
terpenuhi, namun ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pada tanah 
yang akan ditanami tidak memiliki kepastian letak. Ketidakpastian ini yang 






A. Konsep Akad dalam Islam 
Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti tekad seseorang untuk 
melaksanakan sesuatu baik secara sepihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun 
yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.
20
 
Menurut Bahasa akad mempunyai beberapa arti yaitu mengikat, 
sambungan dan janji. Janji (ahdu) dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 1: 
 ِ…ا أَْوفُ ْوا ِِبْلُعُقْودََيأَي َُّها الَِّذْيَن أَمنُ وْ 
Terjemahannya: 
Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu.
21
 
 Sedangkan menurut termonologi, akad merupakan ikatan antara ijab dan 
kabul dengan cara yang disyari’atkan yang didasarkan dengan keridhaan kedua 
belah pihak.
22
 Jadi, akad merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memulai 
suatu kerjasama yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk pelaksanaan kerja 
sama yang telah disepakati. 
1. Rukun dan Syarat Akad 
Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur: 
a. Shighat (pernyataan ijab dan qabul). 
b. ‘Aqidan (dua pihak yang melakukan kontrak). 
c. Ma’qud ‘alaih (objek kontrak). 
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Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad 
sempurna, Adapun syarat-syaratnya adalah:
23
 
a. Syarat adanya sebuah akad terbagi atas dua syarat umum dan khusus, sebagai 
berikut: 
1) Terpenuhinya rukun akad dengan segala ketentuannya. 
2) Akad bukan suatu yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf, 
paksaan, penipuan, dan penyamaran. 
3) Akad harus bermanfaat. Adapun syarat khususnya akad tertentu 
dianjurkan dilaksanakan dihadapan saksi berdasarkan firman Allah 
dalam QS. al-Baqarah/2:282. 
b. Syarat sah akad, para fuqaha menyatakan bahwa akad tidak mengandung lima 
hal yang merusak sahnya terjadinya akad, yaitu: ketidakjelasan, paksaan, 
penipuan, adanya hal yang membahayakan dan membatasi kepemilikan 
terhadap suatu barang. 
c. Syarat berlakunya (nafidz) akad, yaitu akad tidak tergantung pada izin orang 
lain. Syaratnya dimana objek akad dimiliki atau adanya otoritas untuk 
mengadakan akad dan tidak terdapat hak orang. 
d. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat 
mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk 
meneruskan atau membatalkan transaksi). 
2. Macam-Macam Akad 
Bentuk akad dalam kitab-kitab fiqh memiliki banyak variasi, 
secara garis besar berikut akan diuraikan pengelompokan jenis-jenis akad: 
a. Akad menurut tujuannya: 
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1) Akad Tabarru, yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong 
demi mendapatkan ridha dan pahala dari Allah swt, sama sekali tidak 
ada unsur mencari keuntungan. Misalnya, hibah, wakaf, wasiat, 
wakalah, rahn, kafalah, hawalah dan qardul hasan. 
2) Akad Tijari yaitu akad yang berorientasi pada keuntungan dimana 
rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Misalnya, murabahah, salam, 
istishna, ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah dan musyarakah.
24
 
b. Akad menurut keabsahannya: 
1) Akad shahih, akad yang terpenuhi syarat dan rukunnya. 
2) Fasid, yaitu akad yang rukunnya terpenuhi tetapi salah satu syaratnya 
tidak terpenuhi. 
3) Bathal, yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi 
sehingga otomatis syaratnya tidak terpenuhi.
25
 
c. Akad menurut disyari’atkan dan tidaknya akad: 
1) Musyara’ah ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara seperti jual 
beli dan gadai. 
2) Mamnu’ah ialah akad yang dilarang syara seperti menjual anak 
binatang dalam kandungan.
26 
d. Akad menurut kedudukannya: 
1) Akad pokok (al-‘aqd al-ashli), yaitu akad yang berdiri sendiri tidak 
bergantung kepada suatu hal lain. seperti jual beli, wadiah dll. 
2) Akad asesoir (al-‘aqd at-tab’i), yaitu akad yang tergantung kepada 
suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak 
sahnya akad tersebut. seperti al-kafalah (penanggungan) dan gadai.
27 
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3. Berakhirnya Akad 
 Hal-hal yang menjadi Penyebab berakhirnya akad yaitu karena 




a. Berakhirnya akad dengan fasakh 
Fasakh yaitu dengan “melepaskan perikatan kontrak” atau menghilangkan 
atau menghapuskan kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. 
Fasakh menjadikan pihak yang berkontrak dan objek kontrak kembali ke status 
semula. Pemutusan kontrak dapat terjadi kareta atas dasar kerelaan, secara paksa 
atas dasar putusan hakim. 
b. Berakhirnya akad dengan infisakh 
Infisakh berarti putus dengan sendirinyan (putus, putus demi hukum) atau 
karena sebab-sebab darurat, seperti masa kontrak telah selesai, pelaku meninggal 
dan kontrak tidak dapat dilanjutkan. 
B. Bagi Hasil Pertanian 
 Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan 
sesuatu; yang dilakukan (diperbuat); sesuatu yang dilakukan untuk mencari 
nafkah; mata pencaharian. Sedangkan Kerja Sama yaitu kegiatan atau usaha yang 
dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dsb) untuk mencapai tujuan 
bersama.
29
 Dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud penulis yaitu kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat petani padi di Manggalung dalam hal ini pemilik 
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sawah dan petani penggarap dengan tujuan yang sama yaitu untuk mencapai 
kesejahteraan ekonomi. 
Kerja sama bagi hasil diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 1960, 
didalamnya terdapat ketentuan umum yang terdiri atas lima bagian; 1) pengertian 
tanah pertanian; 2) pengertian pemilik tanah; 3)pengertian perjanjian bagi hasil; 
4)pengertian hasil tanah; dan 5) pengertian petani.
30
 Berikut uraiannya: 
1. Tanah pertanian adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk 
penanaman bahan makanan.
31 




3. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dilakukan antara pemilik dan 
penggarap dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk 
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dan hasilnnya 
dibagi antara pemilik tanah dan penggarap.
33
 
4. Hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh 
penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak (baca: 
bajak) serta biaya menanam panen.
34 
5. Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai 
tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah 
untuk pertanian,
35
 termasuk di dalamnya buruh tani. 
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Dalam Islam kerjasama dalam usaha pertanian memiliki berbagai macam 
istilah, diantaranya yaitu musaqah, muzara’ah dan mukhabarah sebagai berikut: 
1. Musaqah 
Musaqah dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon 
tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya agar 




Musaqah adalah kerja sama dalam perawatan tanaman dengan 
imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.
37
 Secara 
etimologi musaqah berarti perikatan atas beberapa pohon kepada orang 
yang menggarapnya dengan ketetapan hasil itu menjadi milik bersama 
(pemilik pohon dan penggarap). 
a. Rukun dan Syarat Musaqah 
Hanafiyah berpendapat, rukun musaqah adalah ijab dan kabul, sedangkan 
jumhur ulama menyatakan rukun musaqah ada lima yaitu sebagai berikut:  
1) Dua orang yang berakad. 
2) Objek musaqah. 
3) Pekerjaan. 
4) Bagi hasil. 
5) Shighat. 
Adapun syarat-syarat musaqah akan diuraikan sebagai berikut:
38 
1) Pelaku akad disyaratkan cakap hukum dan berakal. 
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2) Objek musaqah harus jelas jenis tanaman dan keadaannya. Menurut 
Hanafiyah objek musaqah adalah tanaman yang dapat hidup selama 
satu tahun atau lebih, tanaman yang berbuah, seperti kurma dan 
anggur, apel dan sejenisnya. sementara Malikiyyah menyatakan objek 
akad musaqah merupakan tanaman tua dan muda (palawija), baik 
menghasilkan buah maupun tidak menghasilkan buah. 
3) Bagi hasil berupa buah dari pohon yang dipelihara, disyaratkan 
hasilnya untuk dua orang yang berakad. Tidak sah apabila hasilnya 
diperuntukkan sebagian untuk orang yang tidak terlibat dalam akad. 
4) Pembagian hasil tanaman harus jelas ketika akad, seperti seperdua, 
sepertiga dan sebagainya. 
5) Petani/penggarap bebas dalam pekerjaannya dan diserahkan 
sepenuhnya kepadanya. 
6) Akad musaqah dilakukan sebelum tanaman belum siap panen, karena 
jika layak panen maka dikenakan akad ijarah. 
7) Jangka waktu perjanjian harus jelas. Menurut Abu Yusuf dan 
Muhammad Hasan Asyaibani, penetapan waktu merupakan suatu 
keharusan tetapi tergantung pada kebiasaan tanaman. 
8) Shighat disyaratkan jelas menunjukkan makna musaqah. Sementara 
itu, Hanabilah membolehkan akad muzara’ah, musaqah dengan lafal 
ijarah, yakni mengupahkan pemeliharaan tanah berdasarkan bagi 
hasil. 
b. Berakhirnya Akad Musaqah: 
1) Berakhirnya masa akad musaqah. 
2) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad. ketika tanaman belum 





meninggal pemiliknya, petani tetap melanjutkan akad sampai 
pekerjaan selesai. 
3) Ada uzur yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat 
melanjutkan akad. Menurut Malikiyah akad musaqah tidak batal 
hanya Karena pihak petani uzur. Syafi’iyah juga berpendapat bahwa 




Muzara’ah menurut bahasa adalah mufaalah min az-zar’i berarti 
bekerja sama dalam bidang pertanian. Menurut Hanafiyah adalah akad 
untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan 
menurut Hanabilah muzara’ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya 
menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. 
Sementara menurut Malikiyah muzara’ah ialah bersekutu dalam akad. 
Menurut pendapat Al-syafii muzara’ah adalah seorang pekerja menyewa 
tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Pendapat lain 
diugkapkan oleh Syaikh Ibrahim al Bajuri yang berpendapat bahwa Al 
Muzara’ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang 
dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.
40
  
Menurut Muhammad Yusuf al-Qordhawi, muzâra’ah adalah 
pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak 
menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah 
ditentukan.
41 
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Sementara itu menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih As 
Sunnah mendefinisikan muzara’ah dengan pemberian hak untuk 
menanami tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia 
akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya 
baik setengah, sepertiga, atau lebih banyak atau kurang dari hasil yang 
diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara orang yang memiliki 
tanah dan yang menggarapnya.
42
 
Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam, 
Muzara’ah adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada 
tanaman pertanian setahun.
43
 Sedangkan menurut Rahman, muzara’ah 
diartikan sebagai sewa dalam bentuk kerjasama bagi hasil terhadap tanah 
pertanian, sementara itu dalam perbankan syariah dikatakan bahwa 
muzara’ah diidentikan dengan mukhabarah, hanya saja pada muzara’ah 
benih atau bibit tanamannya berasal dari pemilik lahan.
44
 
Jadi, muzara’ah merupakan kerjasama dalam bidang pertanian 
dimana pemilik sawah menyerahkan sawahnya dikelola oleh petani 
penggarap dengan bibit benih ditanggung oleh pemilik sawah dan 
pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. 
a. Rukun dan Syarat Muzara’ah 
Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah menyatakan rukun 
muzara’ah yaitu: pelaku akad (pemilik lahan dan penggarap), objek (benih, lahan, 
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dan hasil pertanian), dan Shighat (ijab dan kabul).  Adapun syarat-syarat 
muzara’ah adalah sebagai berikut:
45
 
1) Pihak yang berakad: 
a) Berakal. 
b) Hanafiyah mensyaratkan tidak murtad, sedangkan muridnya Abu Yusuf dan 
Muhammad as-Syaibani tetap sah akad muzara’ah walaupun salah seorang 
murtad. 
2) Objek muzara’ah: 
a) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat 
tumbuh dan menghasilkan. 
b) Lahan dapat ditanami atau diolah, diketahui batas-batasnya dan 
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada petani. 
c) Objek muzara’ah disyaratkan harus jelas, apakah objek tersebut berupa jasa 
petani maupun manfaat lahan.
46
 
3) Hasil pertanian disyaratkan: 
a) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan, maka hasil pertanian 
berhak dimiliki keduanya tidak boleh hanya milik pihak tertentu saja. 
b) Kadar pembagian jelas seperti separuh, sepertiga atau sejenisnya. 
c) Batas waktu muzara’ah harus jelas dan sesuai dengan masa dan kebiasaan 
pengolahan tanaman. 
b. Bentuk-Bentuk Muzara’ah 
Bentuk-bentuk muzara’ah ada empat, yakni:
47 
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1) Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan 
pertanian dari petani. Bentuk akad muzara’ah seperti ini dibolehkan 
karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya. 
2) Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian 
dan kerja dari petani. Akad ini boleh karena objek akad ini adalah 
manfaat lahan pertanian. 
3) Lahan, bibit dan peralatan dari pemilik dan kerja dari petani. Akad ini 
boleh karena objek akad ini adalah jasa petani. 
4) Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan 
bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn 
Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus 
mengikut kepada petani bukan pemilik. Manfaat alat adalah untuk 
mengolah lahan pertanian. 
c. Berakhirnya akad muzara’ah diantaranya karena berakhirnya waktu akad, 
salah seorang yang berakad meninggal dunia, dan sebab fasakh misalnya pemilik 
lahan menjual objek akad karena terlilit hutang dan jika pemilik harus bepergian 
jauh sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad.
48 
3. Mukhabarah 
Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah 
dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara 
pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan 
biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.
49
 Mukhabarah menurut dahir 
nash, al-Syafi’i adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari 
tanah tersebut. 
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C. Dasar Hukum  Kerjasama (Bagi Hasil) dalam Pertanian 
1. Pendapat Fuqaha yang Membolehkan 
a. Musaqah 
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang di perbolehkan dalam 
musaqah. Imam Abu Dawud berpendapat yang boleh di-musaqah-kan hanya 
kurma. Syafi’iyah berpendapat yang boleh hanya kurma dan anggur saja 
sedangkan menurut Hanafiyah dan Imam Malik, semua pohon yang mempunyai 
akar ke dasar bumi dapat di musaqah-kan. Imam Hanbali berpendapat bahwa 
musaqah diperbolehkan untuk semua pohon baik pohon yang tadah hujan maupun 
yang perlu disiram dan semua pohon yang buahnya dapat dimakan.
50
 Berikut 
landasan hukum yang menjadi rujukan atas kebolehan akad musaqah: 
بَ َر َو َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َعْن َرُسْوِل هللِا َصلىَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ  بَ َر ََنَْل َخي ْ َم أنَُّه َدَفَع ِإىَل يَ ُهْوِد َخي ْ
 51.أَْرَضَها َعلَى َأْن يَ ْعَتِمُلْوَها ِمْن أَْمَواِِلِْم و ِلَرُسْوِل هللِا َصلىَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْطُر ََثَرَِها
Artinya: 
“Dari Abdullah bin umar, dari Rasulullah saw bahwa beliau telah 
menyerahkan pohon kurma khaibar beserta tanahnya kepada orang Yahudi 
untuk mereka kelola, dengan biaya pemeliharaan dari mereka, namun 
beliau berhak memperoleh sebagian dari buah (hasil panennya).” 
b. Muzara’ah dan Mukhabarah 
Landasan hukum atas kebolehan akad muzara’ah dan mukhabarah 
merujuk kepada al-Quran dan Hadis. Berikut beberapa landasan hukum Mengenai 
kebolehan dalam mengadakan kerja sama bagi hasil terdapat dalam Hadits yang 
diriwayatkan oleh Muslim: 
، أَنَُّه َكاَن ُُيَاِبُر، قَاَل  َعْمٌرو: فَ ُقْلُت َلُه: ََي َأَِب َعْبِد الرَّْْحَِن، َلْو تَ رَْكَت َهِذِه اْلُمَخابَ رََة، َعْن طَاُوس 
يَ ْعِِن  -نَ َهى َعِن اْلُمَخابَ رَِة، فَ َقاَل: َأْي َعْمُرو، َأْخبَ َرِن أَْعَلُمُهْم ِبَذِلَك ملسو هيلع هللا ىلص فَِإن َُّهْم يَ ْزُعُموَن َأنَّ النَِّبَّ 
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َها ملسو هيلع هللا ىلص ِبَّ َأنَّ النَّ  -اْبَن َعبَّاس   ٌر َلُه ِمْن َأْن ََيُْخَذ َعَلي ْ َا قَاَل: إن ََيَْنُح َأَحدُُكْم َأَخاُه َخي ْ َها، ِإَّنَّ َلَْ يَ ْنَه َعن ْ
 52(10/158. )(, َوالن ََّوِويُّ 8154َخْرًجا َمْعُلوًما ) َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم )
Artinya: 
“Dari Thawus r.a bahwa ia suka mukhabarah. Amru berkata: Lalu aku 
katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan 
mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi S.A.W telah 
melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah 
menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal 
itu , yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi S.A.W tidak melarang mukhabarah itu, 
hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepdaa saudaranya lebih 
baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah 
tertentu”. (H.R Muslim 1548. An-Nawawi 10/156-158). 
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Asy-Syaibani, keduanya adalah 
sahabat Abu Hanifah  berpendapat bahwa akad muzara’ah hukumnya boleh 
karena akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam 
penggarapan sawah. Menurut mereka akad ini bertujuan saling membantu antara 
petani dan pemilik tanah pertanian. Dimana Pemilik tanah tidak memiliki 
kemampuan untuk mengerjakan lahanya, sementara petani tidak mempunyai 
lahan untuk bertani. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik tanah persawahan 
bekerjasama dengan petani penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka 
bagi dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. 
Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam membolehkan akad 
muzara’ah adalah hadis Nabi: 
ُر ْبِن َحْرب  َحدَّ ثَ َنا َأْْحَُد ْبِن  َبل  َوزَُهي ْ ثَ َنا ََيََْي َوُهَو اْلَقطَّاُن, َعْن  –َواللَّْفُظ ِلُزَهْْي   –َحن ْ قَاَال : َحدَّ
ْطِر مَ ُعبَ ْيِد هللِا : َأْخبَ َرِنْ ََنِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَمَل أَْهَل خَ  ََ بَ َر ِب ا ي ْ
َها ِمْن ََثَر  َأْو َزرْع    53َُيْرُُج ِمن ْ
Artinya: 
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 “Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb menyampaikan kepada kami -
lafaz milik zuhair- dari Yahya al-Qathan, dari Ubaidullah, Nafi’ 
mengabarkan kepadaku dari ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. 
memperkerjakan penduduk  khaibar dengan upah setengah dari hasil tanah 
tersebut berupa kurma atau gandum”. 
Adapun tujuan dilakukannya akad muzara’ah menurut mereka ialah untuk 
saling tolong-menolong sesama manusia yakni antara pemilik lahan dan petani 
penggarap, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al- Maidah/5: 2 sebagai  
berikut: 
مثِْ َواْلُعْدَواِنۖ  َوات َُّقْوا هللاَ ِإنَّ هللَا َشِدْيُد اُنْووَ عاَ َال َت..َوتَ َعا َونُ ْو ا َعَلى اْلِبِر َو الت َّْقَوى  ۚوَ   بِ ْلِعَقاا َعلَى اْإلِ
Terjemahannya: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 




2. Pendapat fuqaha yang Tidak Membolehkan 
Imam Abu Hanifah dan Zufar (728-775 M) berpendapat bahwa 
hukum muzara’ah adalah tidak boleh (gair ja’iz). Hal itu dikarenakan 
muzara’ah dengan bagi hasil seperti seperempat, seperdua atau sepertiga 
hukumnya batal. Syafi’iyah juga berpendapat bahwa hukum muzara’ah 
tidak sah, kecuali  akad tersebut di ikuti dengan akad musaqah: yakni kerja 
sama pemilik lahan dengan penggarap mengenai pemeliharaan/pengolahan 
tanaman/pepohonan yang ada di lahan tersebut, yang hasilnya di bagi 
menurut kesepakatan bersama.
55 
Landasan hukum yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi 
Saw: 
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“Dari Jabir sesungguhnya Nabi Saw melarang mukhabarah”. 
Dalam Hadis Nabi saw di jelaskan: 
ْبِن السَّاِئِب قَاَل َسأَْلُت َعْبَد هللِا ْبِن َمْعَقل  َعِن اْلُمزَاَرَعِة فَ َقاَل َأْخِبِْنْ ََثِبت  ْبِن َعْن َعْبِد هللِا 
 57الضَّحَّاِك َأنَّ َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ َهى َعِن اُْلمزَاَرَعةِ 
Artinya: 
“Dari Abdullah Ibn as-Saib ia berkata, saya bertanya kepada Abdullah ibn 
Ma’qil tentang muzara’ah, Abdullah menjawab: Tsabit ibn al-Dhahak telah 
menceritakan kepadaku sesungguhnya Nabi Saw melarang muzara’ah”. 
Menurut al-Syafi’iyah haram hukumnya melakukan muzara’ah 
kecuali akad muzara’ah mengikut kepada akad musaqah. Landasan 
hukumnya  berpatokan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan 
Tsabit Ibn al-Dhahak: 
 58(َأنَّ َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ َهى َعِن اُْلمزَاَرَعِة ِِبْلُمْؤَجرَِة َوقَاَل َال ََبَْس )رواه مسلم 
Artinya: 
“Bahwa Rasulullah Saw telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan 
sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw bersabda, itu tidak mengapa”.
59 
Alasan tidak dibolehkannya akad muzara’ah dan mukhabarah 
karena objeknya belum terlihat dan tidak jelas kadar dan ukurannya karena 
imbalannya berupa hasil pertanian yang belum ada, sehingga bagi hasil 
yang akan dibagikan belum jelas. Bahkan apabila terjadi gagal panen 
maka pekerja tidak akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Akad 
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muzara’ah menjadi boleh menurut Abu Hanifah dan Zufar ketika hasil 
pertanian menjadi milik pemilik lahan, adapun hasil yang diterima pekerja 
berupa upah atas jasanya. 
D. Konsep ‘Urf 
‘Urf menurut bahasa merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima 
oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yg berulang-ulang 
dikerjakan. Menurut istilah, ‘urf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh banyak 
orang baik dalam perkataan dan perbuatan.
60 
Menurut Ahmad Azhar Basyir ‘urf memiliki tiga syarat yaitu adanya 
kemantapan jiwa, sejalan dengan akal sehat dan dapat diterima oleh watak 
pembawaan manusia. Adapun hujjah ‘urf sebagai dalil syara didasarkan kepada 
firman Allah swt pada QS. al-A’raf/17: 199 sebagai berikut: 
 ُخِذ اْلَعْفَو َوأُمْر ِِبْلُعْرِف َواَْعِرْض َعِن ْاجلَاِهِلْيَ 
Terjemahannya: 
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang 
ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.
61 
Tidak semua ‘urf  dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun syarat 
‘urf sebagai sumber hukum yang dikemukakan oleh para ushuliyyun sebagai 
berikut: 
1. Kebiasaan tersebut harus berlaku secara umum. 
2. ‘urf yang telah berlaku dan berjalan sejak lama. 
3. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh pihak 
dalam masalah yang sedang dilakukan. 
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4. Tidak ada teks hukum dalam permasalah tersebut.62 
Fuqaha dalam mazhab fikih sepakat menjadikan ‘urf secara umum sebagai 
dalil hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan 
pendapat  diantara mereka terletak pada limitasi atau batasan dan lingkup aplikasi 
dari ‘urf  itu sendiri. Mustafa Dib al-Bugha mengemukakan ketentuan ‘urf  
sebagai dalil hukum diantaranya sebagai berikut: 
1. Setiap kebiasaan (‘urf) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian 
dikonfirmasi secara positif sehingga menjadi hukum syara’, maka 
ulama ushul sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar’i 
dan menjadi hukum Islam. 
2. Kebiasaan (‘urf) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dibatalkan 
secara eksplisit oleh syariat sehingga menjadi haram hukumnya , maka 
para ulama ushul sepakat bahwa kebiasaan tersebut harus dihindari oleh 
segenap umat Muslim ( ‘urf fasid ).
63
 
Dalam kajian ushul fiqh ‘urf diklasifikasikan dalam berbagai aspek, 
berikut akan diuraikan setiap bagiannya: 
1. ‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya: 
a. ‘Urf sahih atau al-‘Adah Ashahihah yaitu ‘urf yang tidak bertentangan 
dengan syati’ah. Seperti memesan untuk dibuatkan pakaian kepada penjahit. 
b. ‘Urf fasid atau ‘urf  yang batal yaitu bertentangan dengan syari’ah. Seperti 
meminum minuman keras di saat merayakan pesta.
64 
2. ‘Urf  ditinjau dari ruang lingkup berlakunya: 
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a. ‘Urf ‘amm atau ‘urf yang bersifat umum yaitu adat yang berlaku untuk semua 
orang disemua negeri. Misalnya, membayar angkutan umum tanpa didahului 
dengan ijab kabul.  
b. ‘Urf  khas, atau ‘urf yang khusus yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di suatu 
daerah tertentu dan masyarakat tertentu. Misalanya di suatu daerah boleh 
mengembalikan barang yang di beli karena adanya cacat terhadap barang 
tersebut, tetapi di daerah lain walaupun barang yang cacat tersebut sama, 
konsumen tidak bisa mengembalikan barang itu.
65 
E. Kerangka Pikir 
Kerangka pemikiran memiliki fungsi untuk mengungkapkan permasalahan 
yang akan dibahas dalam penyusunan proposal penelitian, maka peneliti 
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Masyarakat Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep yang 
mayoritasnya bekerja sebagai petani, dimana antara pemilik lahan dan petani 
penggarap menjalin suatu kerjasama dengan akad bagi hasil yakni ”Teseng” yang 
prakteknya masih berdasarkan adat setempat dimana pemilik modal hanya 
menyediakan lahan dan penggarap lahan yang menanggung semuanya baik bibit 
benih, tenaga dan peralatan. Dalam penelitian ini praktek  akad teseng tersebut 
akan ditinjau dengan perspektif Islam.
Hasil Panen 
Perspektif Islam 
Penggarap Lahan Pemilik Lahan 
perjanjian bagi hasil Teseng 
Modal:lahan 
Modal: tenaga, bibit 






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu cara 
atau teknik pengolahan data yang bersifat uraian, dengan penjelasan data yang ada 
sehingga terdapat sebuah hubungan yang jelas dan logis.
66
 Dalam penelitian 
deskriptif, peneliti bertindak sebagai pengamat dan tujuan dari penelitian ini untuk 
menggambarkan serta memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan 
akurat.
67
 Dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkap 
fakta-fakta mengenai praktik bagi hasil “Teseng” dalam perspektif  Islam. 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Manggalung Kecamatan 
Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). 
B. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. 
Pendekatan normatif digunakan oleh peneliti karena isi dalam penelitian ini 
menelusuri teks-teks Al-qur’an dan hadis Nabi Saw mengenai bagi hasil dalam 
pertanian. Adapun Pendekatan sosiologis digunakan karena objek penelitian ini 
terkait dengan aspek kemasyarakatan baik individu maupun kelompok. Dalam 
penelitian sosial, Peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang 
mengambil alih segala kegiatan mulai sebagai perencana sampai dengan 
pelaporan hasil yang berbaur langsung dalam kehidupan masyarakat guna 
mendapatkan data dan informasi yang akurat. 
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C. Sumber Data 
Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, 
kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan atau memahami sumber data itu 
dapat mempengaruhi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis 
sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. 
1. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber utama dimana 
data tersebut dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah 
masyarakat petani yang bersangkutan (petani pengelola sawah), petani 
pemilik tanah (sawah), ataupun seluruh masyarakat yang 
berkependudukan di Desa Manggalung, Kec. Mandalle Kab. 
Pangkajene yang kegiatan perekonomiannya masuk dalam kategori 
petani padi dengan akad  bagi hasil yakni Teseng. 
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua. 
Misalnya, berupa data-data kependudukan yang terdapat dikantor desa, 
literatur-literatur atau bacaan baik media cetak maupun internet yang 
terkait serta mendukung penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan 
untuk mempermudah dalam mendapatkan fakta yang konkret di lapangan terdiri 
dari: 
1. Metode Observasi  
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 
yang diteliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi 
sebagai metode ilmiyah bisa diartikan sebagai pengamatan yang sistematik 







 Observasi dapat dilaksanakan dengan dua cara. pertama, 
partisipasi  berarti peneliti ikut serta ke dalam kegiatan. Kedua, observasi 
Non partisipasi berarti peneliti hanya sebagai pengamat di luar kegiatan. 
Dalam penelitian ini digunakan metode observasi nonpartisipasi. Melalui 
metode ini peneliti mengamati dan mengungkapkan informasi yang ada dari 
sasaran/sumber data terkait dengan judul yang akan diteliti. 
2. Metode Wawanacara  
Wawancara adalah satu cara pengumpulan data pencarian informasi 
langsung dari sumbernya.
69
 Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi tiga, 
sebagai berikut: 
a. Wawancara Sistematik 
Wawancara sistematik yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan 
kepada responden sudah dipersiapkan dan disusun sedimikan rupa, pedoman 
tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti. 
b. Wawancara Terarah 
Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi tetap tidak keluar 
dari pokok permasalahan dari apa yang akan diteliti. Pedoman wawancara yang 
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
c. Wawancara Mendalam 
Wawancara mendalam dilakukan secara informal yang mengharuskan 
pewawancara hidup bersama-sama dengan responden dalam waktu yang relatif 
lama. Metode ini tidak menggunakan pedoman wawancara, pertanyaannya 
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bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat 
melakukan wawancara bersama-sama responden.
70
 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yang 
ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya: petani penggarap 
sawah, petani pemilik tanah (sawah), dan masyarakat lainya yang 
informasinya dianggap penting dan relevan. Melalui metode ini informasi 
yang diungkap terkait  bagi hasil “Teseng” yang di praktekkan dalam 
masyarakat Manggalung. 
3. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara 
dalam metodologi penelitian kualitatif. Dokumentasi ditujukan untuk 
memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi dokumen-
dokumen yang  terkait dengan penelitian. Pada intinya metode dokumentasi 
digunakan untuk menulusuri data historis.
71
 Dokumen dibagi menjadi dua, 
yaitu dokumen pribadi dan resmi sebagai berikut: 
a. Dokumen Pribadi 
Dokumen pribadi adalah catatan seseorang yang dituangkan dalam tulisan 
mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen ini dikumpulkan 
agar memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor 
yang terkait dengan subjek penelitian. Seperti buku harian, surat pribadi dan 
autobigrafi. 
b. Dokumen Resmi 
Dokumen resmi terbagi atas dokumen inter dan ekstern. Dokumen intern 
yang berasal dari dalam lingkungan kantor dapat berupa laporan rapat, intruksi 
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pengumuman, dll. Adapun dokumen ekstern  berupa  bahan informasi seperti 
majalah, pemberitahuan, berita-berita yang dipublikasikan, dll.
72
 
Dalam penelitian ini, digunakan dokumen-dokumen yang berasal 
dari Desa yang bersangkutan baik dokumen pribadi maupun resmi, guna 
memperoleh dan mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam 
melakukan suatu penelitian yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan 
data dan informasi yang akurat, sehingga pemilihan instrumen dapat 
mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan. Agar meningkatkan validitas 
hasil penelitian, diperlukan instrumen penelitian yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi yang terjadi dilapangan. Berikut alat-alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 
1. Daftar pertanyaan yang secara garis besar mencakup hal-hal terkait 
penelitian yang berfungsi sebagai pedoman wawancara. 
2. Handphone digunakan untuk mengambil gambar sekaligus sebagai tape 
recorder. Dokumentasi yang dilakukan dapat membantu peneliti untuk 
mengingat dan merekam kejadian dalam bentuk gambar. Sedangkan 
dengan tape recorder fungsinya sebagai alat bantu interview agar 
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F. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data, maka 
peneliti mengadakan analisa data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang lebih mudah dibahas dan di interprestasikan.
74
 Data yang diperoleh 
dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis ke tahap berikutnya. Adapun cara 
analisis data kualitatif yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, yaitu: 
1. Reduksi data, merujuk pada pemilihan, penyederhanaan dan 
pentransformasian “data mentah” yang dikumpulkan di lapangan. 
Selanjutnya dilakukan analisis dengan merangkum, dibuatkan tema, 
dibuatkan kode dari potongan-potongan data agar di hilangkan yang 
dianggap tidak perlu, melakukan seleksi yang ketat dengan fokus pada hal-
hal pokok dan menyusun data sehingga tersusun secara sistematis agar 
mudah dipahami hingga laporan akhir lengkap. 
2. Model Data (Data Display), model diartikan sebagai suatu kumpulan 
informasi yang kompleks yang dapat membantu peneliti dalam 
pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Secara 
umum, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 
teks naratif. Teks naratif merupakan uraian singkat yang didalamnya 
terdapat pola-pola yang sudah disederhanakan. 
3. Verifikasi kesimpulan, yaitu teknik analisis yang dilakukan peneliti 
dengan mencari makna yang muncul dari data yang teruji kepercayaan, 
kekuatan dan validitasnya lalu melakukan penarikan kesimpulan yang 
jelas.
75
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Struktur Organisasi Desa Manggalung  
Desa manggalung memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
a. Visi 
“Mewujudkan Desa Swasembada, Sejahterah, aman, dan damai bagi seluruh 
masyarakat Desa dengan Integritas dan Solidaritas” 
b. Misi 
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa 
yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa ke suatu fokus.  Misi inilah 
yang harus diemban oleh pemerintah desa.  Untuk mewujudkan visi desa tersebut 
diatas, maka pemerintah Desa Manggalung menetapkan Misi sebagai berikut: 
1) Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, 
demokratis, adil dan merata. 
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor pertanian, perdagangan 
dan jasa. 
3) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. 
4) Meningkatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga. 
5) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan 
merata. 
6) Memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana umum.76 
c. Struktur Organisasi Pemerintahan 
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Gambar. 4.1  














Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung 
2. Sejarah Desa 
Pada zaman dahulu di bagian timur kekaraengan Mandalle terdapat 
satu perkampungan yang cukup subur tanah pertaniannya yang bisa di 
tanami berbagai macam tanaman pertanian. Kehidupan masyarakat cukup 
makmur karna penghasilan pertanian melimpah seperti lahan persawahan 
dan perkebunan yang cukup produktif karena di tunjang daerah aliran 
irigasi ulu salo. Dengan air yang melimpah itulah yang di jadikan 
masyarakat sumber irigasi sampai meluap ke berbagai daerah sekitarnya 
sehinggah masyarakat bergotong royong membuat bendungan (Teppo) 
pada saat itulah masyarakat menyebut perkampungan itu dengan nama 
Toppoe pada pertengahan tahun 1925.  



























Awal kemerdekaan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang 
sudah semakin membaik di semua sektor seperti pertanian, peternakan, 
perkebunan dan meningkatnya penghasilan masyarakat. Masyarakat sudah 
mulai bekerja secara berkelompok dan saat itulah musyawarah pertama 
diadakan dan saat itu juga di sepakati untuk mengganti nama Teppoe 
menjadi Manggalung yang di ambil dari kata dasar galung (sawah). Pada 
tahun 1993 diusulkan Desa Manggalung untuk dimekarkan menjadi 2 
(dua) Desa, yaitu Desa Manggalung Induk dan Desa Boddie. Resminya 
Desa Manggalung Pada Tahun 1994.
77 
Gambar 4.2 
Peta Desa Manggalung 
Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung 
Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Mangalung 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel Sarana dan Prasarana Desa Manggalung 
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 
1. Kantor Desa 1 Baik 
2. Gedung SLTP/MTS 1 Baik 
3. Gedung SD 2 Baik 
4. Gedung TK/PAUD 1 Baik 
5. Masjid 5 Baik 
6. Poskesdes 1 Baik 
7. Posyandu 3 Baik 
8. Poskamling 4 Baik 
9. Jembatan 11 Baik 
10. Gedung Pertemuan 1 Perlu Perbaikan 
11. Jalan Tani 6 Perlu Perbaikan 
12. 
Jalan Lorong desa 10 
Sangat Perlu 
Perbaikan 
Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung 
3. Kondisi Geografis 
Secara umum Desa Manggalung adalah daerah dataran rendah 
dengan hamparan sawah yang luas yang berada di kaki pegunungan, 
dengan ketinggian di atas permukaan laut  105 Mdpl. Desa Manggalung 
mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 7,8 Km
2
 / 780 Ha dan 
memiliki 3 dusun yakni Manggalung, Lokae dan Kattena. Adapun batas 
wilayahnya sebagai berikut: 
a. Utara         : Desa Coppo Tompong 





c. Barat :  Desa Boddie 
d. Timur :  Kabupaten Barru 
Untuk mengetahui lebih Jelasnya mengenai kondisi geografis Desa 
Manggalung diatas, dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut: 
Tabel 4.2 
Kondisi Geografis Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten 
Pangkep, 2019. 
No Uraian Ket 
1 Luas wilayah : 7,8 Km
2
 / 780 Ha  
2 JumlahDusun : 3 (Tiga) 
1) Dusun Manggalung 
2) Dusun Lokae 
3) Dusun Kattena 
 
3 Batas wilayah : 
a. Utara         : Desa Coppo Tompong 
b. Selatan      : Desa Benteng 
c. Barat :  Desa Boddie 





a. Secara umum Desa Manggalung adalah daerah 
 dataran rendah dengan hamparan sawah yang luas 
yang berada pada kaki pegunungan. 
b. Ketinggian di atas permukaan laut  105 Mdpl 
 
5 Hidrologi : 






6 Klimatologi : 
a. Suhu 24 – 31 °C 
b. Curah Hujan 2.500-3.000  mm/tahun 
c. Kelembaban udara 
d. Kecepatan angina 
 
Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung 
4. Kondisi Demografis 
a. Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikan 
Adapun jumlah penduduk Desa Manggalung 2.458 Jiwa pada tahun 2019, 
dengan jumlah kepala keluarga terdapat 747 KK, yang terdiri dari 1.200 orang 
yang berjenis kelamin laki-laki dan 1.258 orang perempuan. Dari data tersebut 
dapat dilihat bahwa penduduk desa Manggalung di dominasi oleh perempuan 
dibandingkan laki-laki. 
Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan 
masyarakat suatu bangsa, karena dengan pendidikan seseorang dapat memperoleh 
ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan seseorang ke jalan yang lebih baik. 
Zaman terus berganti, dimana sekarang merupakan era modern yang 
menggunakan mesin dan teknologi yang canggih sebagai penunjang dalam 
kehidupan masyarakat, tanpa ilmu pengetahuan tentu manusia tidak akan mampu 
mengoperasikanya dan dampak yang lebih buruk yang akan terjadi jika manusia 
tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman yang terjadi yaitu tenaga 
manusia akan digantikan oleh mesin jika tidak mampu bersaing. 
Dalam upaya memenuhi asupan pendidikan dalam masyarakat, Desa 
Manggalung memiliki fasilitas berupa Satu gedung SLTP, dua gedung SD dan 
satu gedung TK/PAUD. Mayoritas masyarakat Mangalung sadar akan pentingnya 
suatu pendidikan, hal itu terlihat dari frekuensi terbanyak berada pada tingkat 





720 orang, jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak 
bersekolah sebanyak 479 orang.  
Tingkat kesejahteraan masyarakat Manggalung termasuk kedalam 
golongan menengah ke atas, dimana masyarakat yang termasuk golongan miskin 
hanya 15%, mayoritas masyarakatnya berada pada kategori KK sedang sebanyak 
50%,  KK berada pada golongan kaya sebesar 5% dan selebihnya termasuk KK 
sejahtera dan pra sejahtera. 
b. Keadaan Sosial Budaya dan Keagaman 
Kebudayaan pada hakekatnya meliputi segala aspek kehidupan manusia, 
baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, kebudayaan ditempatkan sebagi 
sistem aturan atau pola kelakuan yang bersumber pada sistem kepercayaan 
sehingga pada hakekatnya sistem kepercayaan sama dengan kebudayaan.  
Masyarakat Manggalung sangat kental dengan adat kebudayaan yang 
berbasis Islami, terlihat dari beragam kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti 
perayaan maulid dan isra’ mi’raj, pelaksanaan barazanji pada saat melakukan 
hajatan seperti pernikahan, akikah, naik rumah baru dan lain-lain. Pada saat bulan 
suci ramadhan masyarakat Muslim di Manggalung beramai-ramai melaksanakan 
shalat tarawih berjamaah di Masjid, berpuasa dan melakukan buka puasa bersama.  
Dari segi kepercayaan masyarakat Manggalung menganut dua agama yaitu 
agama Islam dan Kristen. Tetapi mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan 
hanya terdapat dua penduduk saja yang beragama Kristen yang bertempat tinggal 
di dusun Lokae. Walaupun terdapat penduduk yang berbeda Agama ditengah 
masyarakat tetapi masyarakat Manggalung dapat hidup rukun dan saling 
menghargai satu sama lain.  
Adapun Kalkulasi dari keadaan demografis yang dipaparkan 






Kondisi Demografis Desa Manggalung Kecamatan Mandalle 
Kabupaten Pangkep, 2019. 
No URAIAN JUMLAH KET 
1 Kependudukan 
a) Jumlah Penduduk 
b) Jumlah KK 
c) Jumlah Laki-Laki 





1.258 Jiwa  
 
2 KesejahteraanSosial 
a) Jumlah KK Prasejahtera 
b) Jumlah KK Sejahtera 
c) Jumlah KK Kaya 
d) Jumlah KK Sedang 








3 Tingkat Pendidikan 




e) Diploma I/II/III 
f) Diploma IV/ Stara I 
g) Strata II 
























5. Keadaan Ekonomi dan Potensi Desa 
Desa Manggalung mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, 
hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan sebagai tulang punggung 
ekonomi desa yang terdiri dari lahan persawahan, tanah kering, tanah 
perkebunan dengan komiditi kakao, padi, dan hewan ternak sebagi komiditi 
terbesar. Selain itu juga dibudidayakan tanaman pangan seperti jagung, 
kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar serta tanaman buah-buahan berupa 
mangga dan pisang. Tanaman perkebunan selain kakao antara lain Jambu 
mente, mahoni dan Jati serta gula merah. Dua komiditi terakhir ini 
merupakan komiditi khas yang umumnya potensial dikembangkan 
dipengunungan.  
Potensi ekonomi desa yang lain adalah peternakan, meliputi beragam 
jenis ternak, antara lain (diurut berdasarkan jumlah populasinya): 
a. Sapi 
b. Ayam (Ayam kampung / ayam negeri ) 
c. Bebek petelur 
d. Kuda 
e. Kambing 
f. Itik dan angsa 
Pengelolaan potensi kehutanan, pertanian, perkebunan serta 
peternakan hanya dilakukan dalam skala terbatas atau dalam skala rumah 
tangga. Tidak ada investasi besar dalam pengelolaan tersebut sehingga 
produktivitasnya juga terbatas. Potensi perikanan juga sebenarnya dapat 
dikembangkan sehubungan tersedianya media budidaya ikan Tambak 
Budidaya, kolam, waduk, dan sumber-sumber air tetapi potensi tersebut 





Mengingat letaknya yang memiliki sungai, yaitu sungai Ulu salo 
menjadikan sungai tersebut juga memberikan kekayaan sumber daya alam 
berupa air pengairan persawahan dan pertanian serta bahan galian pasir 
dan batu sungai. Namun demikian banyak ruas jalan desa maupun jalan 
dusun yang mengalami kerusakan yang selama beberapa tahun belum 
diperbaiki. Bahkan beberapa jalan tani mengalami yang semula dirintis 
belum juga mengalami peningkatan, baik dikeraskan dengan pasir dan 
batu (sirtu) ataupun diaspal. Sejauh ini jalan tani semakin menjadi 
kebutuhan pula dalam hal pengembangan jaringan jalan guna semakin 
memepermudah petani mengangkut hasil pertanian mereka. 
Kegiatan pertanian juga sangat bergantung pada keberadaan irigasi 
dimana Desa Manggalung memiliki beberapa saluran irigasi dan drainase 
yang masih harus di perbaiki dan di tambah. Mengingat banyaknya potensi 
air yang dapat digunakan maka saat ini pembangunan waduk dan kolam 
maupun sarana penggunaan air lainnya seperti perpipaan air bersih masih 
perlu dilakukan. Saluran irigasi yang saat ini pun memerlukan pemliharaan 
dimana Pemerintah desa perlu mendorong warga untuk melakukannya 
secara partisipatif.
78 
Ditunjang dengan sumber daya alam yang tersedia di dalam desa, 
sumber daya tersebut sebagai wadah bagi masyarakatnya untuk mencari 
sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun 
mata pencaharian masyarakat Manggalung diantaranya petani, peternak, 
pedagang, PNS, dan wiraswasta. 
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Profesi Masyarakat Manggalung 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Petani 290 Orang 
2. Peternak 26 Orang 
3. Pedagang 15 Orang 
4. PNS 55 Orang 
5. Wiraswasta 268 Orang 
Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung 
B. Jenis-Jenis  Kerjasama Lahan Pertanian pada Masyarakat Manggalung 
Desa Manggalung merupakan desa yang terletak di kaki gunung yang 
memiliki wilayah perkebunan dan area persawahan yang luas sehingga desa ini 
memiliki potensi dalam bidang pertanian terutama dalam pertanian padi. Hal 
tersebut menjadi faktor utama yang menjadikan pekerjaan bertani banyak digeluti 
mayoritas masyarakatnya dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan secara 
turun temurun.  
Masyarakat Manggalung masih kental dengan rasa kekerabatan dan solidar 
itas yang tinggi. Gotong royong dalam masyarakat sangat dijunjung tinggi, 
begitupun dalam bidang pertanian mereka saling bekerja sama baik antara pemilik 
lahan, petani penggarap dan pihak lainnya yang terkait.  
1. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Pertanian Pada Masyarakat 
Manggalung 
Menurut bapak Baharuddin ada beberapa bentuk kerjasama lahan 






a. Sistem Paje’, merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik lahan 
menyewakan lahannya kepada pekerja untuk dikelola dengan jangka waktu 
tertentu dan sewa dibayar pada awal perjanjian. Hasil panen dari lahan yang 
dikelola menjadi hak sepenuhnya pekerja dan tidak dibagi keuntungan antara 
pemilik dan pekerja sampai dengan waktu perjanjian berakhir. Adapun luas 
lahan yang dikelola  pekerja harus sesuai dengan nominal yang diberikan 
kepada pemilik lahan hal ini biasa disepakati lebih dahulu antara kedua belah 
pihak sebelum terjadi akad. Sistem ini biasa dilakukan dengan alasan pemilik 
lahan sangat membutuhkan uang sehingga lahannya ia sewakan kepada 
pekerja. Sistem ini mayoritas dilakukan pada kerja sama empang sehingga di 
Manggalung sangat jarang masyarakatnya menggunakan sistem ini karena 
objek dari kerjasama mereka yaitu sawah bukan empang. 
b. Balango, merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik menggadaikan 
lahannya kepada pekerja atau mengambil uang dari pekerja dengan 
menjaminkan lahannya untuk dikelola, pekerja berhak sepenuhnya untuk 
mengolah lahan tersebut dengan hasil panen dibagi dua antara kedua belah 
pihak dalam jangka waktu tertentu. Setelah kerja sama berakhir, lahan 
pertanian menjadi hak sepenuhnya pemilik sawah dengan mengembalikan 
sejumlah uang yang dia terima dari pekerja pada awal perjanjian. Hal yang 
sama di utarakan oleh bapak H. Mustari sebagai berikut: 
“Ada juga  bentuk bagi hasil gadai, sistem ini terjadi dengan 
penyerahan modal kepada pemilik lahan baik berupa harta benda 
maupun uang tunai supaya pekerja dapat mengelola lahannya. Sistem 
ini biasanya menghadirkan saksi dan aparat desa setempat karena ada 
modal yang dikeluarkan sebagai penguatan hukum dari perjanjian 
ini.”
79 
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c. Teseng, merupakan kerja sama bagi hasil dimana pemilik lahan hanya 
menyediakan lahan/sawahnya dikelola oleh penggarap, dimana segala 
kebutuhan pengelolaan lahan tersebut baik benih, racun, pupuk semuanya 
ditanggung oleh penggarap sawah. Sistem ini mayoritas digunakan oleh 
masyarakat petani padi di Mangalung.
80
 
2. Masa Panen Padi Pada Masyarakat Manggalung 
Kerjasama di Manggalung berlangsung dengan setahun dua kali panen 
yang  dikenal dengan istilah galung  Bare’ dan galung  Timo’.  
a. Galung  Bare’  
Galung Bare’ dari Bahasa bugis yang terdiri dari dua kata yaitu galung  
dan Bare’, “galung” berarti sawah dan “bare” berarti musim hujan. Menurut 
istilah galung Bare’ merupakan proses menanam padi saat musim curah hujan. 
Menurut H. Jannah, Rasio pembagian hasil panen pada musim ini yang sudah 
menjadi adat kebiasaan dan sudah  menjadi aturan ditengah-tengah masyarakat 
setempat adalah bagi dua dari hasil panen yang didapat, ½ untuk pemilik lahan 
dan ½ untuk petani penggarap.
81
 Berikut tabel macam-macam bibit benih yang 
digunakan masyarakat Manggalung pada musim hujan: 
Tabel 4.5 






1 Impari 32 65000/5 Gabah lebih 
banyak karena 
Memiliki banyak 
Tidak tahan panas 
dan warna beras 
yang dihasilkan 
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tangkai padi  agak buram. 
2 Impari 42 65000/5 Batang padi 
kokoh. 
Kualitas beras 
tidak bagus jika 
dijual harganya 
murah 






4 Ciliung 65000/5 Kualitas beras 
bagus dan 
berwarnah jernih. 
Tidak tahan panas 
dan air yang 
berlebih. 
Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti 
b. Galung Timo’ 
Menurut bapak Munir, Galung Timo’ merupakan penanaman padi disaat 
musim kemarau dengan mengandalkan pengairan irigasi atau dari curah hujan 
yang ada di penghujung musim hujan, dimana setelah panen Galung Bare’ 
masyarakat segera mempersiapkan sawahnya kembali untuk ditanami padi ase 
Timo’ (bibit padi untuk musim kemarau).
82 
Menurut bapak Kama’, Galung Timo’ baru dilakukan masyarakat 
Manggalung pada tahun 2008, awalnya mereka hanya menanam tanaman kacang 
di sawah saat musim kemarau. Kemudian penanaman kacang berhasil, lalu 
mereka berinisiatif untuk menanam bibit padi dengan harapan berhasil seperti 
penanaman tanaman kacang yang mereka lakukan sebelumnya dan mereka 
mendapat hasil yang tidak mengecewakan. Tetapi galung Timo’ ini memiliki 
resiko gagal panen yang tinggi dan beberapa kali masyarakat mengalami gagal 
panen di musim kemarau.
83 
Tidak semua sawah dapat diperuntukkan untuk dikelola pada musim 
kemarau, hanya sawah yang berada di dataran rendah yang dapat di kelola karena 
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memiliki kendala dengan pengairan sawah. Sawah yang berada didataran tinggi 
memiliki tanah yang cenderung cepat mengering dan keras sehingga susah untuk 
di kelola pada musim kemarau yang notabennya sangat jarang turun air hujan. 
Rasio bagi hasil pada saat musim kemarau berbeda dengan musim hujan, karena 
galung Timo’ memiliki risiko gagal panen yang tinggi sehingga pembagian hasil 
panen pada musim ini, menggunakan rasio 1/3 untuk pemilik dan 2/3 untuk 
penggarap lahan. Berikut macam- macam bibit yang digunakan masyarakat 
Manggalung ketika musim kemarau: 
Tabel 4.6 






1 Ciligus 65000/5 Tahan panas, 




Tidak tahan pada 
musim hujan. 





hama gresek daun 
(daun hangus) 







Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti. 
C. Praktik Bagi Hasil Teseng di Manggalung 
Dari berbagai bentuk kerjasama lahan pertanian yang dipaparkan 
sebelumnya, bentuk kerjasama pertanian yang berkaitan dengan penelitian yang 





Dimana mayoritas masyarakat Manggalung menggunakan sistem teseng untuk 
bagi hasil dari kerja sama pertanian padi. Untuk lebih jelasnya, praktik teseng 
dapat diuraikan dibawah ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang 
dilakukan di Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Bagi Hasil Teseng di 
Manggalung   
Sistem bagi hasil dilakukan sudah sejak dahulu kala, zaman dimana 
nenek-nenek kita masih menumbuk padi untuk menghasilkan beras. Tetapi 
dulu hanya pembagian ½ : ½ (bagi dua), setelah berjalannya waktu disaat 
keadaan cuaca dimusim kemarau memungkinkan untuk melakukan 
penanaman padi, masyarakat mulai mengerjakan kerja sama pertanian yang 
dilakukan dengan pembagian1/3:2/3 (bagi tiga).
84
 Faktor yang mendorong 
terjadinya bagi hasil ini baik dari pihak penggarap dan pemilik lahan 
memiliki alasan dan tujuan yang sama, yaitu mereka saling membutuhkan 
dan atas dasar saling tolong menolong. Berikut ini, diuraikan penyebab 
terjadinya bagi hasil teseng di Manggalung: 
a. Mayoritas masyarakat Manggalung menggantungkan hidup sebagai petani 
padi, dimana tingkat kesejahteraan mereka berbeda-beda. 
b. Pemilik lahan sudah tidak mampu lagi mengelola lahannya sendiri 
dikarenakan usia yang sudah tua dan tidak memiliki anak untuk melanjutkan 
profesinya. walaupun memiliki anak tetapi kebanyakan pemuda di 
Manggalung memilih untuk merantau untuk mengangkat derajat keluarga 
dibandingkan tinggal di kampung menjadi seorang petani. Berdasarkan 
keterangan dari ibu Saturi, ia mengatakan: 
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“engka galung de’na iyullei jama-jamai nasaba matoani, deto gaga anak 
wedding isuro nasaba lao manengngi sompe ku iriang, jadi 
yappattesengengni sibawa taue iya naulle jamangengki”.
85 
c. Penggarap lahan/buruh tani tidak memiliki lahan yang cukup untuk dikelola. 
Walaupun mayoritas masyarakat Mangalung memiliki sawah sendiri, tetapi 
ada petani yang memiliki lahan tidak cukup luas sehingga untuk dapat 
memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu penggarap memerlukan lahan 
tambahan untuk dikelola. Sebaliknya, ada pemilik lahan yang memiliki 
beberapa lahan pertanian dan ia tidak mampu mengelolanya sendiri sehingga 
membutuhkan seseorang untuk menggarapnya. Tetapi biasanya sistem teseng 
terjadi atas inisiatif pemilik lahan yang menawarkan lahannya dikelola 
kepada penggarap yang ia percayai.  Bapak Amboe mengatakan: 
“naolliki taue ya maega-ega lahanna untuk jamangengngi galunna. 
mattesengna sibawa punnana galung, wassele’na akko jajiwi ibage dua 
sibawa punnana galung. nasaba makurang to lahan rialeku untuk ujama jadi 
wettukku nawereng galung untuk ujama, utarimani iyaro wettue”.
86
 
d. Menurut bapak Syamsir yang bekerja sebagai pemadam kebakaran, biasanya 
pemilik lahan bekerja dibidang lain bukan seorang petani, ia memiliki sawah 
hanya untuk tambahan penghasilan semata dan tidak memiliki keahlian untuk 
mengelola lahannya sendiri sehingga membutuhkan seseorang yang dapat 
mengelola lahannya yakni penggarap lahan.
87 
Secara umum, inisiatif untuk melakukan kerja sama teseng, 
kebanyakan dari pemilik lahan dengan berbagai alasan yang telah 
dipaparkan sebelumnya. Sistem kekerabatan masih kental dimana biasanya 
pemilik lahan mempercayakan lahannya dikelola oleh kerabat dekatnya 
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atau pihak lain yang ia percayai. Sangat jarang penggarap sawah 
menawarkan diri untuk mengelola lahan pemilik sawah, apabila ia 
menawarkan diri tentu hanya kepada pemilik lahan yang ia sudah kenal 
dekat, atau memiliki hubungan kekerabatan. 
2. Akad bagi hasil Teseng 
Sebelum melaksanakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani 
penggarap, tentunya ada syarat dan prasyarat yang tertuang dalam suatu 
perjanjian. Menurut hasil wawancara, dalam praktik teseng di Manggalung 
akad yang dilakukan masih dilakukan secara tradisional sesuai dengan 
adat setempat, yaitu secara lisan dan tanpa menghadirkan pihak lain untuk 
menjadi saksi. Hal itu dikarenakan tidak ada resiko yang berarti, lain 
halnya jika menggunakan sistem balango atau paje’ yang mengeluarkan 
modal sehingga menggunakan saksi dan penyuratan kepada aparat desa 
sebagai penguatan hukum jika terjadi masalah kedepannya seperti modal 
yang sudah di ambil tidak dikembalikan oleh salah satu pihak. Seperti 
yang dikatakan oleh bapak Surullah: 
“Degaga yaseng makkeda yangollikeng saksi narekko elokki 
sipatarimai galung untuk mabbage teseng, simata mateppe bawang. 
Nasaba demagaga modala ipessukengngi, denapada mabbage balango 
engka modala yappakatenningeng sehingga untuk jaga-jaga engka masala 
barang esso are’ga denapalisu modalae pura ikeluarkang, engkamma 
saksi sibawa apparat desa wedding sabbingiki”.
88 
Masyarakat yang berprofesi sebagai Petani melakukan perjajian 
kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan dan tanpa melibatkan pihak lain 
atau aparat desa yang secara langsung ditunjuk sebagai saksi atas 
perjanjian yang mereka lakukan. Walaupun misalnya akad perjanjian yang 
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dilakukan secara tidak langsung disaksikan oleh anggota keluarga lainnya. 
Hal yang sama diutarakan oleh bapak Kamarudding: 
“wettunna mapattarima galungka, engkama keluarga laingnge 
tudang sibawa maccarita engka toni pajjama galungnge iya elo iwereng 
galung untuk iteseng, tapi de’to ipannesai makkeda jaji saksi yero 
keluargae apa demettomma biasa idi kumaihe mappatudang saksi”.
89 
Dalam fiqh Islam akad yang dilakukan secara lisan atau tidak 
tertulis harus memiliki saksi sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-
Baqarah:282. Mayoritas masyarakat Manggalung masih belum 
mengetahui bagaimana pelaksanaan akad yang sesuai dengan hukum 
Islam. Walaupun mereka tanpa sadar sudah melaksanakan kerja sama 
sesuai syariat Islam. 
Berdasarkan yang dikatakan oleh bapak Tombong bahwa Pelaku 
Akad teseng biasanya bertemu secara langsung dan melakukan perjanjian 
antara kedua belah pihak, bapak Tombong mengatakan: 
“umpama makkedani punnana galung tajama sai iyaro galungnge, 
makkedani idi pajjamae bah, ipannessani bage siaga? akko galung timo 
abiasatta bage tellu, akko galung bare bage dua. Nappani ipannessa toni 
makkeda niga misseng pupu’e sibawa saro tassie sini-sinianna 
ipannessamaneng sibawa punnana galung. Idi maneng pajjamae 
tanggungngi, iya punnana galung sima’nami galungnge tette nawaja. 
Nappani sitarimangni tauwe, makkummiro. Narekko mabbicara wettu 
gangkanna ijama galungnge, sangngadi elo’pi nala punnana galunge 
nayulle tompa idi pajjamae jama-jamai galungnge”.
90
  
Isi perjanjian dari beberapa wawancara di atas  dapat dipahami 
sebagai berikut: 
a. Menentukan pembagian hasil panen. Secara umum petani padi di 
Manggalung menggunakan rasio perbandingan ½ : ½. untuk bagi hasil ase 
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Bare’ dan untuk ase Timo’ bagi hasilnya dibagi tiga dengan rasio 
perbandingan 1/3 : 2/3. Contohnya seperti yang dikatakan oleh bapak Firman: 
“Umpama lise’na galungnge iya  itesengnge engka 18 karung, rekko 
Bare’i ibage dua, punnana galung (mappateseng) runtu 9 karung iya majjamae 
(matteseng) 9 karung tomma naruntu. Rekko Timo’, narekko 3 karung gabah 
iruntu, messui seddi. 2 tawana pajjamae sibawa 1 karung punnana galunge”.
91 
Contoh pembagian hasil dengan sistem teseng dari wawancara 
diatas dapat dipahami sebagai berikut; apabila gabah yang dihasilkan di 
musim hujan sebanyak 18 karung gabah bersih maka 9 karung gabah 
untuk pemilik sisanya untuk pekerja. Jika di musim kemarau, apabila hasil 
panen gabah itu 3 karung gabah maka 2 untuk pekerja dan 1 untuk 
pemilik. 
Menurut bapak Bahtiar, ada sebagian masyarakat memakai rasio 
perbandingan 1/4 (bagi empat) pada saat musim kemarau, dengan alasan 
sawah jauh dari sistem irigasi sehingga hanya mengandalkan tadah hujan 
dan hal ini sangat beresiko terjadi gagal panen.
92
 
b. Penanggungan bibit, racun, pupuk, peralatan, ditanggung oleh pekerja dan 
pajak sawah tetap ditanggung oleh pemilik. 
c. Biaya pengangkutan apabila sudah panen dan dilakukan bagi hasil yang 
dikenal dengan saro tassi (gabah yang di angkut oleh motor tassi) atau saro 
Teke’ (gabah yang diangkut dengan kuda) ditanggung masing-masing pihak 
yang berakad. 
d. Adapun lamanya waktu perjanjian tidak ditentukan, perjanjian berlangsung 
selama pemilik dan penggarap lahan memiliki kecocokan satu sama lain. 
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Masalah yang ditimbulkan dari bagi hasil teseng ini sangat jarang 
terjadi, karena mayoritas penggarap lahan melaksanakan tanggung 
jawabnya dengan amanah, apabila ia tidak amanah atau melakukan 
kecurangan tentu tidak akan ada lagi pemilik lahan yang akan memberinya 
lahan untuk dikelola dan akan berakhir dengan merugikan dirinya sendiri. 
Adapun pemilik lahan juga memberikan hak sepenuhnya kepada 
penggarap untuk mengelola lahannya, pemilik hanya menunggu bagi hasil 
dari teseng tersebut. 
Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 
praktik bagi hasil teseng masih sesuai dengan adat setempat. Dalam 
pelaksanan perjanjian, masyarakat melaksanakan akad secara lisan dan 
tidak menghadirkan pihak lain sebagai saksi, mereka hanya mengandalkan 
kepercayaan antara kedua belah pihak. Adapun rasio pembagian hasil 
panen sudah jelas tergantung musim penanaman padi. 
3. Proses dan Biaya Pengelolaan Sawah 
a. Penggarapan Tanah 
Sebelum penananaman padi dilakukan, petani pekerja terlebih dahulu 
membajak sawah agar siap untuk ditanami bibit padi. Pada zaman dahulu, 
pembajakan tanah dilakukan hanya menggunakan cara manual dengan 
menggunakan hewan ternak seperti kuda atau kerbau dan cara seperti itu 
membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup ekstra. Setelah perkembangan 
teknologi yang pesat, para petani kemudian beralih dari manual ke modern dengan 
menggunakan mesin yaitu traktror roda dua yang lebih efisien. Menurut bapak 
Baharuddin, Bagi petani yang tidak memiliki peralatan seperti traktor tentu 
melakukan Penyewaan traktor pada pihak lain yang memiliki traktor roda dua. Di  





seluas 1 hektar, maka untuk penyewaan traktor yang harus dikeluarkan yaitu 
15.000 x 100 are =Rp. 1.500.000.
93
 
b. Proses Pembenihan dan penanaman bibit padi 
Setelah pembajakan sawah dilakukan, proses selanjutnya adalah 
mempersiapkan benih padi yang dijadikan bibit untuk di tanam. Proses 
pembenihan dilakukan oleh petani pekerja, dimana pertama-tama benih yang telah 
dipilih direndam terlebih dahulu selama dua malam, kemudian benih di bilas 
sampai bersih lalu dilakukan pembungkusan selama dua malam kembali agar 
benih mulai berkecambah. Selanjutnya benih kemudian di taburkan kedalam 
sawah yang sudah dipersiapkan khusus untuk bibit padi yang disebut dengan 
“abbineng”. menurut bapak Usman, Setelah benih berumur satu minggu maka 
dilakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk sebanyak 30 liter yang 
terdiri dari campuran 10 liter pupuk urea, 10 liter pupuk Z.A dan 10 liter pupuk 
poska. Dua minggu kedepan bibit kembali di pupuk dengan takaran yang sama, 
dan 4 hari kemudian akan dilakukan pencabutan bibit untuk dilakukan kembali 
penanaman dengan memberikan jarak antara bibit yang ditanam. Adapun rincian 
biaya yang diperlukan dalam pemupukan dasar ini, yaitu: 
Pupuk urea, Rp. 120.000/50 kg = Rp. 2.400 x 20 kg = Rp. 48.000 
z.a,    Rp. 100.000/50 kg = Rp. 2.000 x 20 kg = Rp. 40.000 
 Ponshka, Rp. 130.000/50 kg= Rp. 2.600 x 20 kg=Rp.52.000 
        Rp. 140.000 
Menurut bapak Aqri, Sebelum dilakukan penanaman padi, sawah terlebih 
dahulu di semprot dengan racun hama yang disebut besnoit, untuk luas sawah 1 
hektar menggunakan sebanyak 3 bungkus besnoit. Harga besnoit sebesar Rp. 
55.000/bungkus dan penyemprotan racun hama ini biasanya dilakukan tiga kali 
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sebelum panen. Ongkos dari pembenihan ini yaitu, Untuk sawah seluas 1 hektar 
maka menggunakan bibit 5 bungkus, 1 bungkusnya berisi 5 kg bibit seharga Rp. 
65.000. Jadi, untuk biaya bibit seharga Rp. 325.000. Untuk racun seharga Rp. 
55.000 x 3 = Rp. 165.000. Pada proses penanaman padi jika menggunakan jasa 
penanaman harian maka membutuhkan ongkos Rp. 120.000 /are. Jika jasa 
penanaman borongan menggunakan tarif Rp. 15.000/are. Secara umum, petani 
biasa menggunakan jasa borongan karena lebih efisien. Biaya yang dikeluarkan 
untuk jasa penanaman padi jika menggunakan jasa borongan yaitu Rp. 1.500.000 
untuk sawah seluas 1 hektar. Jika menggunakan jasa sebanyak 20 orang, maka 
biaya sewa jasa sebesar 75.000/orang. Tetapi tidak jarang juga petani pekerja 
hanya memanggil sanak saudara atau kerabat untuk melakukan penanaman padi 
sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos jasa penanaman mereka hanya saling 




Setelah proses penanaman padi dilakukan, selanjutnya petani pekerja 
melakukan pemeliharaan tanaman padi, Pada tahap inilah yang sangat penting 
karena dapat menentukan kualitas hasil padi. Petani penggarap harus selalu turun 
ke sawah untuk mengontrol lahan yang telah ditanami padi, karena tanaman padi 
membutuhkan air yang cukup dan pemangkasan rumput juga harus selalu 
dilakukan agar tidak menghambat pertumbuhan padi. Dan gangguan lain seperti 
adanya hama harus selalu di jaga agar tidak merusak tanaman padi. Berikut 
bentuk pemeliharaan yang biasanya dilakukan oleh petani penggarap: 
1) Setelah satu minggu dilakukan penanaman padi, petani penggarap 
melakukan penyemprotan racun hama. Ada dua jenis racun yang 
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digunakan yaitu racun ronza dengan harga Rp. 150.000/liter untuk 
menghalau hama di batang padi seperti ulat batang, maupun belalang 
dan racun drusban dengan harga Rp. 100.000/liter. Salah satu jenis 
racun itu digunakan penggarap sesuai dengan kebutuhan 
penggunaannya’ 
2) Pemupukan pada tahap pertama dilakukan setelah tanaman padi sudah 
15 hari. Untuk sawah seluas 1 hektar menggunakan rincian pupuk 
sebagai berikut: 
Pupuk Urea, 2 sak = Rp. 120.000 x 2 = 240.000 
 Z.a ,1 sak = Rp. 100.000 x 1 = 100.000 
 Sp. 36, 1 sak = Rp.  160.000 x 1= 160.000 
 Ponshka, 1 sak = Rp. 130.000 x 1 = 130.000 
       Rp. 630.000 
3) Pemupukan tahap kedua dilakukan pada saat usia tanaman padi berusia 
45 hari. Tetapi pupuk yang diberikan tidak sebanyak pupuk pada tahap 
pertama, berikut rinciannya: 
Pupuk Urea, 1 sak/50 kg = Rp. 120.000 
Ponshka, 1 sak/50 kg  = Rp. 130.000 
       Rp. 250.000 
d. Panen 
Setelah melalui proses yang panjang dan tanaman padi berusia kurang 
lebih 105 hari, maka tanaman padi sudah siap panen. Menurut bapak Kama’, 
sawah yang seluas 1 hektar biasanya menghasilkan gabah kurang lebih 65 karung 
dengan berat keseluruhannya kurang lebih 7.000 kg di saat musim hujan. Adapun 
pada saat musim kemarau mengalami penyusutan kurang lebih sebanyak 





panen tersebut sudah bersih diterima sebelum hasil gabah dibagi antara penggarap 
dengan pemilik sawah karena biaya sewa traktornya sudah dikeluarkan. 
Pembayaran traktor roda empat menggunakan hasil bumi, dimana jika hasil yang 
dipanen sebanyak 11 karung maka keluar 1 karung untuk biaya traktor. Rasio bagi 
hasilnya 1/11:10/11. Biasanya biaya untuk traktor ini dikeluarkan terlebih dahulu 
dan selebihnya baru dibagi antara kedua belah pihak.  Adapun setelah hasil panen 
sudah di bagi antara kedua belah pihak, maka itu sudah menjadi tanggung jawab 
masing-masing pihak untuk biaya pengangkutannya. 
Kalkulasi dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pihak petani penggarap dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini: 
Tabel 4.7 
Biaya Pengeluaran Pengelolaan Sawah 
No Jenis 
Pengeluaran 
Volume Harga Satuan Jumlah 
1. Sewa traktor 1 hektar 15.000/are 1.500.000 




































































Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti. 
4. Sistem Bagi Hasil Teseng 
Sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa membutuhkan 
uluran tangan manusia lainnya. Begitupun pada masyarakat petani padi di 
Manggalung yakni pemilik dan penggarap lahan, mereka akan saling bekerja 
sama satu sama lain. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan sistem bagi hasil 
teseng, dimulai dengan bertemunya pemilik lahan dengan petani penggarap  
yang akan mendiskusikan hal-hal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. 
Pelaksanaan bagi hasil teseng masih berdasarkan dengan hukum adat 
setempat, sistem tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun. Tidak ada 
perubahan yang terjadi secara signifikan. Jika tiba waktu panen, pekerja 
melapor kepada pemilik lahan, tergantung pemilik lahan jika mau hadir saat 
panen atau tidak hadir. Biasanya pemilik lahan sudah mengetahui berapa 
gabah yang dihasilkan dari sawah mereka, adapun jika panen padi memiliki 
hasil bagus, maka gabah akan bertambah dari yang biasanya begitupun 
sebaliknya maka hal itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan 
jumlah gabah yang biasanya. Sehingga pemilik lahan ada yang hadir untuk 
menyaksikan saat panen, atau memilih tidak hadir dan pemilik hanya 





Pada zaman sekarang, panen padi sudah tidak menggunakan tenaga 
manusia, melainkan dengan mesin teknologi yaitu mobil traktor roda 4 (oto 
passangki), adapun sewa penggunaan traktor ini dibayar dengan hasil bumi 
atau gabah dari sawah yang dikelola dengan rasio pembagian 1/11:10/11 rasio 
perbandingan ini tidak tetap, melainkan mengikuti harga pasaran gabah. 
Menurut bapak Usman, misalnya hasil panen yang dikelola 11 karung gabah, 
maka 1 karung gabah dikeluarkan untuk biaya sewa traktor. Kemudian 
selebihnya, 10 karung gabah yang tersisa baru dibagi antara pemilik lahan 
dan petani penggarap.
95 
Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat petani padi di 
Manggalung, secara umum hasil wawancara mayoritas memiliki kesamaan 
dalam pelaksanaan teseng baik dari rasio pembagian hasil panen, 
penanggungan bibit benih dll. Bapak Usman mengatakan: 
“Narekko maggalung timo’ki bage tellu kennai nasaba matanre 
polena resikona, narekko galung bare’ bage dua kennai. Naikia prosesna 
tesengnge, selamana idi pajjamae tanggung manengngi bansa parakainna 
galungnge, pakkakasa, bibit sibawa pupu’e. Narekko kebetulang punnana 
galung engka pakkakasa napassadia umpama dompeng (traktor roda dua), 
pajjamae tomma makkareso tiwi’i dompengnge. Mappadama narekko iwaja 
saro dompengnge berupa tenaga tannia doi. Punnana galung tette mattarima 
bersih, pajjamae maneng missengngi akkareso’e”.
96 
Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Samsuddin, ia mengatakan: 
“Mappada iya engka ubolai dompeng, jadi de’na uakkuraga narekko 
elo’ni no’galung tauwe. engka to’ biasa pajjama galung iya degaga 
dompengna, biasa iya nasewai lao dompengengngi galungna.”
97 
Hal yang sama diutarakan juga oleh bapak H. Arifin, ia mengatakan: 
“saya sebagai pemilik sawah, dan penanggungan bibit benih seperti 
pupuk saya tanggung bersama dengan penggarap, tetapi itu dimasukkan 
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dalam laba kotor sehingga setelah panen biaya penanggungan tersebut 
dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian labah bersih baru dibagi antara 
pemilik dan penggarap lahan dengan perbandingan bagi hasil tetap dengan 
½:1/2 saat musim hujan dan 1/3:2/3  saat musim kemarau, semua tergantung 
pada pembicaraan di awal.”
98 
Hal yang sama juga di utarakan oleh bapak Saripudding: 
“Secara umum kebanyakan pada saat musim kemarau pembagian 
hasil itu bagi tiga, tetapi saya memakai sistem bagi empat. Misalnya 4 karung 
gabah hasil panen, maka 3 untuk pekerja 1 untuk pemiliknya karena 
pertimbangan jauh dari irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Jadi 
resiko gagal panen sangat tinggi sedangkan kerugian hanya ditanggung 
pekerja.”
99 
Bentuk-bentuk pelaksanaan bagi hasil teseng menurut beberapa hasil 
wawancara diatas dapat dipahami sebagai berikut: 
a. Pembagian hasil panen tergantung pada musim penanaman padi. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana pada musim hujan hasil 
panen padi di bagi dua (1/2:1/2) karena curah hujan stabil. Sedangkan pada 
musim kemarau hasil panen di secara umum bagi tiga (1/3:2/3), tetapi ada 
juga bagi empat (1/4:3/4). Hal itu dikarenakan pada musim kemarau memiliki 
resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya gagal panen disebabkan pengairan 
sawah tidak menentu karena hanya mengandalkan irigasi atau curah hujan di 
penghujung musim hujan dan tidak ada jaminan kalau tidak akan terjadi 
musim kering kedepannya yang menyebabkan terjadinya gagal panen, dan 
apabila gagal panen terjadi kerugian baik tenaga, waktu, dan tenaga 
ditanggung sendiri oleh penggarap lahan. 
b. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan, selebihnya ditanggung oleh 
penggarap baik perawatan, pengairan, bibit, benih, racun hama, pupuk dan 
                                                          
98
H. Muh. Arifin, pemilik Lahan, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle 
Kabupaten Pangkep. 05 Juli 2020, 13:00. 
99
Saripudding, Pekerja Lahan, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle 





peralatan.  Apabila penggarap tidak memiliki peralatan maka ia melibatkan 
pihak lain dan menanggung biaya sewa peralatan. 
c. Pemilik lahan menyediakan lahan dan peralatan sedangkan penggarap 
menyediakan tenaga dan bibit benih. 
d. Penanggungan bibit benih oleh kedua belah pihak, dan pengelolaan oleh 
penggarap lahan. Tetapi jika sudah panen, biaya penanggungan bibit benih 
tersebut di keluarkan terlebih dahulu baru kemudian hasil panen laba bersih 
baru dibagikan antara kedua belah pihak dengan perbandingan bagi hasil 
tetap  ½:1/2 saat musim hujan dan 1/3:2/3 atau ¼:3/4  saat musim kemarau, 
semua tergantung pembicaraan. 
Berdasarkan Penjelasan di atas mengenai pembagian hasil 
pertanian pada masyarakat Manggalung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.8 














1.  Galung Bare’ ½:1/2 ½ ½ - 
2. Galung Timo’ 1/3:2/3 1/3 2/3 Sawah yang dekat 
dengan irigasi 
3. Galung Timo’ ¼:3/4 ¼ ¾ Sawah jauh dari 
irigasi desa 
Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti. 
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat diketahui total 
pengelolaan sawah seluas 1 hektar yang harus dikeluarkan pekerja 
sebanyak Rp. 4.990.000 dan hasil panen sawah seluas 1 hektar 
mendapatkan kurang lebih 7.000 kg. Jika di asumsikan harga padi disaat 
panen sebesar 4.500/kg, maka padi yang dihasilkan pada musim hujan 





sebanyak 5.600 kg x Rp. 4.500 = Rp. 25.200.000. Adapun bagian yang 
didapatkan masing- masing pihak dengan akad mukharabah dapat dilihat 
sebagai berikut: 
1) pada saat musim hujan dengan rasio ½:1/2 : 
a) pemilik lahan =  Rp. 31.500.000/2 = 15.750.000 
b) Pekerja lahan = Rp. 31.500.000/2 = 15.750.000 - 4.990.000 = 10.760.000 
2) Musim Kemarau dengan rasio 1/3:2/3  
a) Pemilik lahan = 25.200.000 x 1/3 = 8.400.000 
b) Pekerja lahan = 25.200.000 x 2/3 = 16.800.000 - 4.990.000 = 11.810.000 
3) Rasio pembagian ¼:3/4 : 
a) pemilik lahan =  Rp. 25.200.000 x 1/4 = 6.300.000 
b) Pekerja lahan = Rp. 25.200.000 x 3/4 = 18.900.000 - 4.990.000  = 13.910.000 
D. Pandangan Islam Terhadap Praktik Teseng di Desa Manggalung  
Sebagai seorang Muslim, kita di tuntut agar senantiasa selalu berusaha dan 
bekerja agar menjadi manusia yang produktif, tidak berpangku tangan dan 
bermalas-malasan. Dalam konteks pertanian, baik pemilik lahan maupun 
penggarap di tuntut agar saling memberikan manfaat satu sama lain, Sebagaimana 
hadis riwayat Imam Muslim, yang berbunyi: 
فَ ْليَ ْزَرْعَها ٌض َعْن َأِبْ ُهَريْ رََة َرِضَي هللاُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا َصلىَّ هللاُ َعَلْيِه َو َسلََّم َمْن َكاَنْت َلُه أَرْ 
100أَْو لََيْمَنُحَها َأَخاُه فَِإْن َأََب فَ ْلُيْمِسْك أَْرَضهُ   
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang 
siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan 
faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka tahanlah tanahnya”. 
                                                          
100
Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Ensklopedia Hadis 4: 





Banyak berbuat kebaikan di antara sesama tentu sangat di anjurkan oleh 
syariat. Kita dituntut untuk menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan 
duniawi. Tidak hanya mementingkan perkara ibadah kepada Allah swt, lalu 
kemudian pekerjaan duniawi di lalaikan ataupun sebaliknya. Sama halnya dengan 
bekerja mencari nafkah bagi seorang petani pada masyarakat Manggalung, 
disamping memenuhi kewajiban seorang muslim untuk senantiasa bekerja dan 
mencari nafkah tentu silaturahmi atas kerjasama antara pemilik lahan dan 
penggarap terjalin dengan erat yang membangkitkan semangat tolong menolong 
antara mereka. Berikut analisa  terhadap bagi hasil teseng pada masyarakat 
Manggalung ditinjau dari berbagai aspek. 
1. Faktor Pendorong Terjadinya Kerjasama Antara Pelaku Akad 
Bagi Hasil Teseng 
Kadar rezeki yang diberikan Allah swt berbeda-beda kepada setiap 
orang, ada yang diberikan lebih dan ada yang kurang itu merupakan cobaan 
bagi mereka. Sama halnya pada masyarakat Manggalung karena tingkat taraf 
ekonomi yang berbeda-beda sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi 
terjadinya kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan.  
Hal tersebut tentu sudah sejalan dengan syariat Islam dimana sebagai 
seorang Muslim, tentu kita dituntut untuk senantiasa berusaha dan saling 
tolong menolong satu sama lain. firman Allah dalam QS. Al- Maidah/5: 2 
sebagai  berikut: 
 اْلِعَقابِ َشِدْيُد ا هللاَ ۘ ِإنَّ هللاَ َُّقْو تَواِنۖ  واْلُعْدَواِإلمثِْ اْ َعَلى ا ُنْووَ َعا َال َت..َوتَ َعا َونُ ْو ا َعَلى اْلِبِر َو الت َّْقَوى ۚوَ 
Terjemahannya: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.
101 
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2. Subjek dan Objek Akad bagi hasil Teseng 
Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah dan 
mukhabarah  menyatakan rukun muzara’ah yaitu: pelaku akad (pemilik 
lahan dan penggarap), objek (benih, lahan, dan hasil pertanian), dan 
Shighat (ijab dan kabul). 
a. Pelaku Akad 
1) Pemilik Lahan 
No Nama Umur 
1. Saturi 65 
2. Kamaruddin 45 
3. Iskandar 70 
4. Rustang 47 
5. Syamsir 31 
6. H. Muh Arifin 67 
7. H. Jannah 41 
8. H. Mustari 53 
9. Munir 39 
10  Bahtiar 47 
2) Petani Penggarap  
No Nama Umur 
1. Usman 39 
2. Kama’ 43 
3. Amboe 57 
4. Surullah 50 
5. Samsudding 44 





7. Tombong 62 
8. Firman 31 
9. Aqri 26 
10. Saripuding 40 
Berdasarkan syarat-syarat bagi hasil mukhabarah, pelaku akad yakni 
pemilik lahan dan petani penggarap di Manggalung sudah memenuhi syarat orang 
yang berakad dimana syaratnya ialah baligh dan berakal. 
b. Objek Teseng 
1) Objek muzara’ah dan mukhabarah: 
a) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat 
tumbuh dan menghasilkan. Benih tanaman padi galung Timo’ dan galung 
Bare’ berbeda. Menurut hasil wawancara sebelumnya sudah diketahui 
kelebihan dan kekurangan masing-masing bibit benih. Adapun pemilihan 
bibit benih diberikan sepenuhnya kepada penggarap sawah yang sudah 
memiliki pengalaman. 
b) Lahan dapat ditanami atau diolah, diketahui batas-batasnya dan 
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada petani. Pada masyarakat 
Manggalung terdapat dua kali panen dalam setahun, dan tidak semua lahan 
dapat dikelola pada saat magggalung Timo’ (musim kemarau). Pemilik lahan 
biasanya memberitahukan hal tersebut sebelum perjanjian atau penggarap 
sudah mengetahui hal itu sebelumnya karena mengetahui letak area sawah, 
sehingga semuanya jelas di awal perjanjian. Bapak Rustang mengatakan: 
“Sebelum isepakati kerja samae, ipannessa memengni siaga are loanna 
galungnge ijama, sibawa punnana galung mattarima wassele mapaccing, 
naikiya pajjamana galung misseng manengngi jamang-jamang’e”
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c) Objek mukhabarah disyaratkan harus jelas, apakah objek tersebut berupa jasa 
petani maupun manfaat lahan.
103
 Tentunya yang menjadi objek bagi hasil 
teseng menurut  hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat petani 
padi di Manggalung adalah manfaat lahan, dimana penggarap bertanggung 
jawab atas pengelolaan, benih bibit, dan perawatan lahan yang ia kelola. 
Dari hasil observasi dan wawancara mengenai objek mukhabarah dalam 
hal ini bagi hasil teseng yang ditinjau dalam pandangan Islam sudah terpenuhi dan 
memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya. 
3. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil Teseng 
Dalam hukum Islam, Pelaksanaan kerja sama antara pengarap dan 
pemilik lahan pertanian merupakan bagian dari bentuk syirkah, dimana 
satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain sebagai penggarap tanah 
berdasarkan prinsip bagi hasil.
104
  
Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah 
dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara 
pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan 
biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.105 Akad mukhabarah tersebut 
sejalan dengan praktik teseng yang dilakukan oleh masyarakat 
Manggalung. Tetapi masyarakat setempat rata-rata tidak mengetahui bagi 
hasil mukhabarah, yang mereka pahami hanya bagi hasil teseng. Adapun 
dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam membolehkan akad  
mukhabarah adalah hadis Nabi: 
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ُر ْبِن َحْرب   َبل  َوزَُهي ْ ثَ َنا ََيََْي َوُهَو  –َواللَّْفُظ ِلُزَهْْي   –َحدَّ ثَ َنا َأْْحَُد ْبِن َحن ْ قَاَال : َحدَّ
 اُن, َعْن ُعبَ ْيِد هللِا : َأْخبَ َرِنْ ََنِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَملَ اْلَقطَّ 




 “Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb menyampaikan kepada kami -
lafaz milik zuhair- dari Yahya al-Qathan, dari Ubaidullah, Nafi’ 
mengabarkan kepadaku dari ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. 
memperkerjakan penduduk  khaibar dengan upah setengah dari hasil tanah 
tersebut berupa kurma atau gandum”. 
Pembagian hasil panen menggunakan rasio ½:1/2 pada musim 
hujan dan untuk penanaman padi di musim kemarau menggunakan rasio 
perbandingan 1/3:2/3. Pembagian hasil tersebut sudah dilakukan sejak 
masa Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadis berikut: 
َصلىَّ هللُا َعَلْيِه َو َعْن َجاِبر  َرِضَي هللُا َعْنُه قَاَل : َكانُ ْوا يَ ْزَرُعْوَن ِِبلث ُُّلِث َوالرُّْبِع َوالنِرْصِف , فَ َقاَل النَِّبُّ 
  107ْن ََلْ يَ ْفَعْل فَ ْلُيْمِسْك أَْرَضُه(: ) َمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض فَ ْليَ ْزَرُعَها أَْو لَِيْمَنُحَها , فَإِ َسلََّم 
Artinya: 
Dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa 
mengolah tanahnya dengan rasio bagi hasil sepertiga, seperempat, atau 
setengah dari hasil panen maka Rasulullah pun bersabda: Hendaklah dia 
menanaminya atau memberi izin saudaranya untuk menanaminya secara 
cuma-cuma. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, 
tahanlah tanahnya (H.R Imam Muslim). 
Adapun rukun dari akad teseng ini sudah terpenuhi, namun salah 
satu syaratnya tidak terpenuhi yakni pada saat akad tidak ada ketentuan 
terkait waktu berakhirnya kerja sama dengan akad teseng, karena hanya 
berdasarkan kecocokan antara pemilik dan penggarap lahan. Dalam 
tinjauan fiqh Islam, akad seperti yang disebutkan sebelumnya jika ditinjau 
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menurut keabsahannya termasuk akad fasid. Akad Fasid yaitu akad yang 
rukunnya terpenuhi tetapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi.
 108
 
Teseng merupakan adat kebiasaan masyarakat Manggalung yang di 
lakukan secara turun temurun, adat dalam istilah fiqh disebut ‘urf. Fuqaha 
dalam mazhab fikih sepakat menjadikan ‘urf secara umum sebagai dalil 
hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun 
syarat ‘urf sebagai sumber hukum yang dikemukakan oleh para ushuliyyun 
sebagai berikut: 
1) Kebiasaan tersebut harus berlaku secara umum. Berdasarkan hasil 
wawancara sebelumnya, teseng sudah berlaku secara umum di tengah 
masyarakat dimana ketentuan dan pelaksanaan yang terkait bagi hasil  
teseng sudah diketahui secara umum dan diikuti oleh setiap masyarakat 
yang terkait. 
2) ‘Urf yang telah berlaku dan berjalan sejak lama. Teseng sudah ada sejak 
zaman dahulu kala dan dilakukan secara turun-temurun. 
3) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh pihak 
dalam masalah yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara 
yang paparkan sebelumnya, mayoritas masyarakat memberikan 
informasi yang sama, baik ketentuan maupun pelaksanaan teseng. 
4) Tidak ada teks hukum dalam permasalah tersebut.109 Bagi hasil Teseng 
sejalan dengan akad mukhabarah sehingga ketentuannya mengikuti 
dasar hukum dibolehkannya akad mukhabarah. 
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Berdasarkan dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa teseng sudah memenuhi keempat syarat tersebut 







Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai praktik bagi hasil 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem bagi hasil teseng yang di praktikkan secara umum dalam 
masyarakat sejalan dengan akad mukhabarah yaitu pemilik lahan 
menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada pekerja lahan dengan 
biaya proses dan bibit benih ditanggung oleh pekerja lahan. Rasio 
perbandingan bagi hasil yang dilakukan tergantung pada musim 
penanaman padi dan tingkat resiko yang dihadapi. Pelaksaanan bagi 
hasil teseng masih dilakukan sesuai dengan adat setempat, dimana pada 
saat ijab dan qabul, perjanjian tidak menghadirkan saksi dan lamanya 
waktu perjanjian tidak ditetapkan hal tersebut hanya berdasarkan pada 
kepercayaan dan kecocokan antara kedua belah pihak. Adapun faktor 
yang melatar belakangi terjadinya kerjasama bagi hasil teseng ini yaitu 
faktor ekonomi dan sosial. 
2. Pandangan Islam mengenai praktik teseng ini adalah sah karena rukun 
dalam perjanjian ini sudah terpenuhi. Dalam perjanjian ini sudah jelas  
ketentuan objek dan subjek serta rasio pembagian hasil panen sebelum 
kerja sama ini dimulai. Namun ditinjau dari keabsahan akadnya bagi  
hasil teseng ini termasuk akad yang fasid karena salah satu syaratnya 
tidak terpenuhi yakni penentuan lamanya  kerja sama berlangsung, 
adapun akad “Teseng” jika dipandang sebagai al-‘Urf maka itu dapat 
diterima karena telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan 





pelaksanaan bagi hasil teseng ini dimana didalamnya terkandung sikap 
saling ridha dimana transparansi dalam pelaksanaan akadnya 
terlaksana, nilai tolong menolong dan saling memberi manfaat antara 
kedua belah pihak dimana pemilik menyediakan lahan untuk dikelolah 
dan penggarap lahan menyediakan modal tenaga.  
B. Saran 
Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisa hasil penelitian 
terkait pelaksanaan bagi hasil teseng pada masyarakat Manggalung  Kecamatan 
Mandalle dan Kabupaten Pangkep, peneliti menyarankan kepada masyarakat 
Manggalung agar sikap yang senantiasa menjunjung tinggi solidaritas dan gotong 
royong di antara mereka dapat dipertahankan. 
Disarankan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan bagi hasil teseng 
yakni pemilik dan penggarap lahan agar menghadirkan saksi dalam pelaksanaan 
perjanjian untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi kedepannya. 
Disarankan kepada masyarakat Manggalung agar senantiasa tetap 
memperhatikan rambu-rambu syariat Islam apabila akan melakukan kerjasama 
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Sebagai seorang Muslim tentu kita perlu memperhatikan dua hal penting 
dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, yaitu hubungan manusia dengan 
Allah swt dan hubungan manusia dengan manusia lainnya karena manusia 
merupakan makhluk sosial yang senantiasa berada dalam lingkungan pergaulan 
dengan manusia lainnya. Adapun kadar rezeki yang diberikan Allah swt berbeda-
beda kepada setiap orang, ada yang diberikan lebih dan ada yang kurang itu 
merupakan cobaan bagi mereka. Sama halnya pada masyarakat Manggalung 
Karena tingkat taraf ekonomi yang berbeda-beda sehingga hal tersebut yang 
melatar belakangi terjadinya kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan. Bagi 
hasil yang secara umum dilakukan di Manggalung adalah bagi hasil Teseng 
dimana kerjasama antara pemilik dan pekerja lahan dengan bibit benih ditanggung 
oleh petani pekerja. Bagi hasil Teseng tersebut sejalan dengan kerjasama 
mukhabarah dalam fiqh Islam. Untuk mendapatkan data dan informasi yang 
mendalam terkait dengan bagi hasil Teseng tersebut, berikut pertanyaan yang 
diajukan peneliti kepada informan yakni masyarakat petani padi di Manggalung 
dalam hal ini pemilik dan pekerja lahan. 
Informan: Pemilik Lahan 
1. Siapa nama lengkap dan berapa umur ibu/bapak? 
2. Berapa Luas sawah yang dimiliki oleh ibu/bapak? 
3. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama pertanian yang dilakukan di 
Manggalung? 
4. Berapa kali panen yang dilakukan ibu/bapak dalam setahun, dan berapa 
rasio bagi hasilnya? 
5. Apa alasannya memberikan sawah ibu/bapak untuk dikelolah oleh 
petani pekerja dengan akad teseng? 





7. Berapa lama jangka waktu kerjasama bagi hasil teseng? 
8. Saat terjadi gagal panen, siapa yang menanggung kerugian? 
9. Siapakah yang menanggung bibit benih pertanian? 
10. Saat melakukan akad, apakah menggunakan saksi! alasannya? 
11. Pada saat waktu panen, apakah ibu/bapak diberitahukan terlebih dahulu 
dan hadir untuk menyaksikan proses panennya? 
12. Apakah ibu/bapak mengetahui bagi hasil pertanian yang dilakukan 
dalam Islam? 
Informan: Pekerja Lahan 
1. Siapa nama lengkap dan berapa umur bapak? 
2. Berapa Luas sawah yang dikelolah oleh bapak dan apakah ada sawah 
atas kepemilikan sendiri? 
3. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama pertanian yang dilakukan di 
Manggalung? 
4. Berapa kali panen yang dilakukan bapak dalam setahun, dan berapa 
rasio bagi hasilnya? 
5. Apa alasan bapak mengelolah sawah yang diberikan oleh pemilik lahan 
dengan  akad teseng? 
6. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil teseng? 
7. Berapa lama jangka waktu kerjasama bagi hasil teseng? 
8. Bagaimana proses pengelolaan lahan? 
9. Berapa biaya yang dikeluarkan saat mengelolah sawah? 
10. Pada saat akan melakukan panen, apakah pemilik lahan diberitahukan 
terlebih dahulu? 
11. Saat melakukan akad, apakah menggunakan saksi! alasannya? 
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